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SIDANG DIBUKA PUKUL 18.59 WIB

KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.
wb. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai
persidangan.

Sidang dalam rangka Penyelesaian PHPU Pileg untuk Perkara
Nomor 268 sampai dengan 263 dengan ini dibuka dan terbuka untuk
umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Selesai sesi ini nanti ada pemberitahuan mengenai penundaan
sidang, ya. Karena setelah rapat apa ... sidang-sidang kita, Pendahuluan
ini, Panel akan melaporkan ke Pleno RPH. Di Pleno RPH nanti akan
diputuskan, apakah perkaranya lanjut atau perkaranya sudah selesai,
bisa diputus atau divonis, ya.

Baik, kita mulai Perkara 268. Perkara 268, Pemohonnya Partai
Bulan Bintang, Pihak Terkait Gerindra. Gerindra, siap? Oke, kita mulai.
Termohon, silakan menyampaikan pokok-pokoknya. Sambil nanti juga
saya pandu, supaya efektif, efisien penggunaan waktunya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:40]

Baik.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41]

Saya persilakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [01:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Zahru Arqom
dari Kantor Hukum Hicon, Jakarta. Dalam hal ini akan menyampaikan
Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2022 ... 2024. Terhadap Perkara 268 yang dimohonkan oleh
Pemohon Partai Bulan Bintang.



10.

11.

12.

13.

14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04]
Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:05]
Saya sampaikan pokok-pokoknya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:08]

Termohon menyampaikan eksepsi. Yang pertama tentang
kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:13]

Berkaitan dengan dalil Pemohon berkaitan dengan penghilangan
suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:17]

Maka hal tersebut adalah kewenangan Bawaslu dan bukan
kewenangan dari Mahkamah.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20]

Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:21]

Selanjutnya, berkaitan dengan eksepsi Permohonan tidak jelas
atau obscuur libel. Dalam hal ini karena di dalam Permohonan Pemohon,

Petitumnya terdapat Petitum yang menetapkan hasil, yang kemudian
Petitum butir empatnya memerintahkan untuk atau melakukan



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

mengajukan Permohonan untuk Termohon melakukan PSU atau
Penghitungan Suara Ulang.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45]
Apa? Itu dengan kata lain bahwa Petitumnya tidak (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:49]
Tidak konsisten, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50]
Konsisten.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:51]
Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:52]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:53]
Lanjut, ke pokok perkara, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:54]
Itu angka 3, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:55]
Inggih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:57]

Di halaman 11, Yang Mulia.



25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58]
Halaman 11.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [02:59]
Berkaitan dengan penghilangan suara ini terdapat tabel.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:01]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:02]

Pertama tabel yang di dalam Permohonan itu terdapat ... menurut
hemat Termohon terdapat kesalahan pengisian data oleh Pemohon,
karena menurut termo ... menurut ter ... menurut Pemohon dalam tabel
Partai Gerinda mendapatkan 10.242 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:25]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:26]

Namun, di dalam ... setelah tabel yang vide Bukti T-8, di dalam
tabel itu harusnya teri ... harusnya yang tercatat yang benar menurut
versi Pemohon adalah ... menurut ... menurut Termohon adalah 10.252.
Jadi terpaut 10 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:41]

Baik. Selanjutnya, Yang Mulia. Berkaitan dengan dalil Pemohon
yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon pada TPS
006 Desa Seri Kembang 1, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir
seharusnya sebanyak 26 suara yang terdiri dari H. Riska Pianti=24 suara,
Mulyadi=1 suara, dan Anand Umar Sanie=1 suara. Sehingga menurut
Pemohon terdapat selisih suara sebanyak 4 suara dan hal tersebut
menurut Termohon adalah tidak benar, Yang Mulia.

Kemudian tidak ada keberatan saksi-saksi dan menurut versi
Termohon yang benar di dal ... di pemilihan TPS 006 Desa Seri Kembang



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

1, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir yang benar adalah 22
suara. Terdiri dari H. Riska=20 suara, Anand Umar Sanie=1 suara, dan
Suara Partai PBB=1 suara.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya
menyatakan perolehan suara Pemohon pada TPS 001 Desa Seri
Kembang 3, Kecamatan Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir seharusnya
sebanyak 25 suara, sehingga terdapat selisih perolehan suara adalah 2
suara. Faktanya, Yang Mulia, hal tersebut adalah tidak benar karena
menurut Termohon, TPS ... di TPS 001 Desa Seri Kembang 3, Kecamatan
Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Tidak ada kejadian khusus, maupun
keberatan saksi-saksi dari partai pemilih yang hadir. Kemudian menurut
versi Termohon sebagaimana vide Bukti T-4 dan T-5, hasilnya adalah 23
suara. Sehingga menurut hemat kami, dalil Pemohon adalah tidak benar.

Lanjut, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]
Ya, silakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [05:39]
Berkaitan fakta-faktanya, mohon dibacakan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:44]
Dianggap dibacakan, ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [05:44]
Dianggap dibacakan. Kemudian pada halaman 15.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:47]

Ya. Itu di anu ... persoalan di mana? Kota Palembang atau sudah
ke Banyuasin?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [05:59]
Ogan Ilir, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:01]

Ogan Ilir. Masih di Ogan Ilir?



40.

41.

42,

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:02]
Ini Provinsi Sumatera Selatan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:03]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:03]
Dapil Ogan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:03]
Ogan Ilir kan?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:05]
Oga ... Ogan Ilir 5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:06]
Itu kan yang dipersoalkan 3 kota, Kota Palembang, Kabupaten

Ogan Komering Ilir Timur, dan yang terakhir Banyuasin ... Musi

Banyuasin kan? Ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:20]
Ya, kalau di Permohonan hanya ini, Yang Mulia (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:23]
Oke, 1 dapil aja kalau gitu?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:26]
Ogan Ilir saja, Ogan Ilir 5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:26]

Oke.



50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:27]

Dan secara detail menyebut TPS, jadi kami menanggapinya
berkaitan dengan dalil Pemohon saja.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:33]

Oke, hanya 1, ya? Oke, kalau gitu, ya. Ya, betul. Ya, lanjutkan.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:40]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:41]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:42]

Pada halaman 16, butir nomor 11, Pemohon mendalilkan ...
mendalilkan adanya sekelompok preman yang mengintimidasi saksi
maupun pemilih agar tidak mengajukan keberatan adalah tuduhan yang
tidak benar. Faktanya pada saat pemilihan dan penghitungan suara yang
terjadi pada TPS 006 Desa Seri Kembang 1, Kecamatan Payaraman,
Kabupaten Ogan Ilir dan TPS 001 Desa Seri Kembang 3, Kecamatan
Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir berjalan dengan lancar dan kondusif,
kemudian saksi-saksi partai politik yang hadir menyaksikan dan
mengikuti proses tersebut dengan baik, dan semua dilayani dan tidak
mendapatkan halangan apapun. Artinya lancar, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:26]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:27]

Kemudian juga (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:34]

Ya, teruskan.



58.

59.

60.

61.

62.

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [06:35]

Dalil Pemohon berkaitan halaman 6 butir 9 yang menyatakan
bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan pada pleno tingkat
kecamatan, namun tidak direspons. Faktanya, Yang Mulia, menurut
hemat Termohon adalah pada saat itu peristiwanya adalah saksi tersebut
terlambat datang, sudah diminta untuk menandatangani, tidak mau
menandatangani, dan setelah selesai baru menyampaikan keberatannya,
sebagaimana yang hal tersebut juga tidak direspons oleh Bawaslu (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:08]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [08:09]

Oleh ... yang dilakukan oleh Saudara Suryadi, vide Bukti T-9.
Petitum, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:15]
Ya, silakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [08:17]

Berdasarkan hal-hal yang fakta-fakta hukum di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar
sebagai berikut.
Dalam eksepsi.
Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan selanjutnya,
yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Pemohon
yang benar adalah sebagai berikut. Untuk anggota DPR
Kabupaten Ogan Ilir pada Dapil Ogan ... Ogan Ilir 5, Provinsi

Suma ... Sumatera Selatan, perolehan suara Partai Bulan
Bintang=3.414, perolehan suara Partai Gerindra=10.252
suara.

Apabila Yang Mulia pemeriksa perkara pada Mahkamah
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono). Terima kasih, Yang Mulia.



63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:24]

Ya. Terima kasih.

Itu tadi awal saya baca ... yang saya baca 283, ini masih 286[sic!]
ternyata ... eh, ya, 268, ya.

Pihak Terkait Partai Gerindra, silakan. Silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [09:45]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr.wb.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:50]
Waalaikumsalam. Ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [09:54]

Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim
yang menangani perkara (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:03]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [10:04]

Permohonan ini.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:05]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [10:07]

Dengan ini, berdasarkan Surat Kuasa dari Partai Gerakan
Indonesia Raya (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:20]

Ya, agak cepat!



72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [10:21]

Dilanjutkan langsung ke pokok-pokok perkara (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:23]
Eksepsi. Langsung masuk eksepsi!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [10:25]

Dalam eksepsi. Permohonan Pemohon kabur.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:31]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [10:31]

Satu. Bahwa Permohonan dalam Permohonan awal tertanggal 22
Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Mahkamah Konstitusi, baik pada
Posita maupun Petitum, telah mendalilkan dalam tabelnya persandingan
suara antara Pemohon dengan Termohon, dimana perolehan suara yang
seharusnya menurut Pemohon dalam dalil Permohonan adalah sebagai ...
sebanyak 3.428 suara dan suara Pihak Terkait=3.417 suara, akan tetapi
kemudian pada saat mengajukan Perbaikan dalam Permohonan Pemoho
... Permohonan Pemohon, kemudian terjadi perubahan perolehan suara
menurut Pemohon dalam dalilnya menjadi 3 ... 3.420 suara dan
perolehan suara Pihak Terkait tidak lagi disebutkan dan tidak
dicantumkan dalam tabel persandingan suara, maupun pada bagian
Petitum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:31]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [11:32]

Bahwa perubahan Permohonan pada bagian Posita maupun
Petitum yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana Perbaikan Pemohon
dimaksud, jelas termasuk dalam kualifikasi perubahan yang bersifat



79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
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substansial dan secara hukum telah menjadikan Pemohon
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:55]

Enggak. Ini pengertian Pihak Terkait, Perbaikan Permohonan itu
yang bagaimana? Dari Permohonan awal?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [12:05]

Dari Permohonan awal, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:06]
Permohonan awal itu disampaikan setelah KPU memutuskan, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [12:13]

Siap. Setelah perbaikan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:14]
Itu dikasih waktu 3x24 jam. Ya, kan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [12:19]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:20]

Terus menurut undang-undang, PMK, masih diperbolehkan untuk
melakukan perpiha ... perbuat ... anu ... perbaikan, 3x24 jam.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [12:29]

Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:30]

Dalam rangka perbaikan itu, 3x24 jam yang perbaikan, itu masih
diperbolehkan untuk mengubah apapun, pengurangan, penambahan,
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atau apapun boleh berubah. Yang tidak boleh berubah secara substansial
adalah pada waktu di persidangan, itu hanya sekadar typo saja. Ini
pengertiannya salah berarti, Pihak Terkait.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [12:59]

Tapi dalam ... dalam pengertian ini kan seharusnya tidak akan
merubah (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau dalam waktu 3x24 jam perbaikan masih boleh. Baca PMK-
nya! Tapi kalau Anda mengatakan begitu, terserah, kita yang menilai
nanti.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [13:19]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:21]

Ya. Itu harus dibaca secara cermat! 3x24 jam yang pertama, itu
membuat Permohonan, mengajukan Permohonan. Di situ harus ada
misalnya rekomendasi kalau perorangan, di situ harus ada bukti, daftar
bukti, dan alat bukti, itu formal. Tapi kemudian diberi kesempatan,
menurut undang-undang dan menurut PMK, perubahan 3x24 jam, itu
perbaikan boleh. Dalam perbaikan ini boleh dilakukan apapun. Itu dibaca
PMK-nya yang jelas! Setelah itu, di-upload oleh Mahkamah. Nah, yang
di-upload di Mahkamah itu menjadi milik publik. Tapi kalau setelah di-
upload itu mengadakan perubahan yang substansial, sudah enggak
boleh, hanya typo saja. Supaya ini menjadi pengertian bersama, ya.

Saudara menafsirkan ketentuannya salah, kalau begitu, ya. Tapi
silakan kalau Anda berpendapat begitu.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [14:25]

Namun kalau ... izin, Yang Mulia. Termasuk mengenai
mengenai kursi, kursi yang dimintakan kepada Pemohon ini kan kursi
nomor (...)



93.

924.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

13

KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:37]
Terserah, mau mengubah apa pun boleh, terserah.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [14:40]

Siap, siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:42]
Ya kan? Nanti coba dibaca, dicermati!

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [14:44]

Siap.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:45]
Jangan sampai ada kekeliruan di masyarakat, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [14:50]

Izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:51]

Tapi kalau sudah 3x24 jam perbaikan itu, mau mengubah lagi
secara substansial. Mengubah dapilnya saja enggak boleh sudah, kalau
sudah di persidangan. Ya, angkanya saja, misalnya di sini angka 2.000
tertulis itu semestinya diubah di dalam persidangan pada waktu sidang
pemper anu ... permohonan, itu dirubah 2.015, itu sudah enggak boleh.
Tapi kalau misalnya tertulis hanya yang menjadi objeknya, Putusan KPU
Nomor 36[sic!]/2024. Oh, ini yang dimaksud 360, itu kayak typo kecil
gitu masih boleh.

Ya, ini supaya jadi pengetahuan umum, makanya harus dibaca
cermat. Saya juga kaget, ini kok obscuur-nya kok begini. Ayo silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [15:43]

Siap.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:44]
Tapi kalau Anda berpendapat kayak gitu, ya, boleh.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [15:47]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:48]

Tapi untuk pendidikan masyarakat harus tahu. Nanti masyarakat
dikira, oh ini sudah diubah, ubah itu boleh. Asal masih dalam rangka
perbaikan permohonan yang 3x24 jam. Tapi kalau sudah di sidang sini,
waktu sedang pertama itu, pemohon mengajukan permohonannya, dia
mengubah seperti pada waktu perbaikan, sudah enggak boleh, gitu, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [16:16]

Siap. Kami lanjutkan untuk Petitumnya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:18]

Oh. Langsung Petitum. Jangan-jangan ... jangan mutung, kok
langsung Petitum.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [16:23]

Izin dilanjutkan teman.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:30]

Ya. Yang obscuur apa lagi selain tadi? Enggak ada, ya?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
E)fé;l-;l;U.DPR-DPRD-XXII/ 2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT

Izin melanjutkan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:40]

Ya, silakan. Pokok permo ... dalam pokok perkara sekarang.
Gimana?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT
[16:47]

Dalam pokok perkara. Bahwa dalil Pihak Terkait pada bagian
eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Keterangan Pihak
Terkait ini.

Persandingan perolehan suara parpol menurut Pihak Terkait untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagaimana
tabel, dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:11]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT
[17:13]

Dengan penjelasan. Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon
mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan adalah
dalil yang keliru dan Termohon dalam menjalankan proses dan hasil
rekapitulasi telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku.

Dua. Bahwa atas perolehan suara Pihak Terkait tersebut, Partai
Gerindra berhak untuk memperoleh dua kursi untuk pengisian anggota
DPRD Kabupaten Ogan Ilir pada Dapil Ogan Ilir 5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:45]

Jadi di dalam Mahkamah ... Mahkamah itu tidak menentukan
jumlah kursinya. Mahkamah itu hanya berhenti sampai penentuan suara
yang benar. Suara yang benar begini, nanti dapat kursi berapa, yang
menentukan kursi adalah KPU. Ini juga harus mendapat pengertian anu,
ya. Tapi Pihak Terkait itu enak, soalnya sudah dibela oleh Termohon, ya.
Jadi sama enggak sama Termohon? Gitu saja sebetulnya saya ...
pertanyaan saya itu. Nanti kalau ... supaya cepat. Apa yang disampaikan
terkait ... Pihak Terkait, sama enggak dengan yang dilakukan oleh
Termohon? Sebetulnya cukup begitu saja, ya. Kalau sama, katakan
sama. Karena sebetulnya intinya yang dijawab oleh Termohon itu untuk
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kepentingan Pihak Terkait sebetulnya, ya. Gitu kan? Ya. Ya, dilanjutkan.
Silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT
[18:45]

Ya, yang ketiga (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:47]

Ya. Ini Hakim ... soalnya Hakim, profesor dan akademisi. Jadi
mengajari. Ini kita tiga orang professor. Jadi mengajari supaya benar,
tahu semua, gitu, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT
[18:56]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:56]

Tapi kalau hakim biasa, ya, enggak ngajari begini. Salah, salah
sudah. Tapi kita ada sisi edukasinya, ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT
[19:04]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:05]

Ya. Ngantuk-ngantuk jam 24.00 saja, kalau ketemu yang kayak
gini, ya, tetap saya ajari, supaya benar. Apalagi habis makan nasi
padang, masih terang. Ya, yang cantik, kelihatan cantik. Yang jelek,
kelihatan jelek. Tapi kalau sudah tengah malam, semuanya jadi cantik.

Baik, dilanjutkan. Mau Petitum langsung?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT
[19:34]

Ya, pada intinya mengenai tabel yang tadi (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:37]
Dianggap dibacakan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [19:37]

Ya, dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:38]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [19:39]

Pada intinya adalah hasil perhitungan tersebut (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:42]
Menurut (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [19:42]

Telah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Termohon, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:46]

Oke, Termohon. Nah, itu suaranya berapa coba? Di halaman 5,
suara Partai Gerindra berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: SUHONO [19:57]

Ya, 10.252.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:58]

Oke. Partai Bulan Bintang?



130.

131.

132.

133.

18

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT
[20:00]

3.414.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:02]
Oke, baik. Sekarang petitumnya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT
[20:05]

Ya. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut.
Dalam eksepsi.
1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 dan seterusnya,
sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten
Ogan Ilir, Dapil Ogan Ilir 5.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk
pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Dapil Ogan
Ilir 5 sebagaimana tabel berikut, Partai Bulan Bintang
memperoleh 3.414, Partai Gerindra memperoleh 10.252.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain (ex aequo et
bono).

Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:08]
Baik, terima kasih.

Pihak ... kemudian terakhir dari Bawaslu, ada yang akan
disampaikan?

134. BAWASLU: AHMAD NAAFI [21:15]

Ada, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:16]
Ya, silakan.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [21:21]

Tindak lanjut laporan atau temuan berkenaan dengan Pokok
Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai
laporan sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada angka IV, Pokok
Permohonan angka 9, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menerima laporan
dugaan pelanggaran pemilu pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, oleh
pelapor atas nama Suryadi mengenai dugaan pelanggaran kode etik
penyelenggara pemilu saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan
Payaraman, Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Ogan
Ilir menyampaikan surat pemberitahuan status Laporan Nomor 007 ...
077 dan seterusnya, tanggal 27 Maret 2024, perihal Pemberitahuan
Status Laporan Kepada Pelapor, yang menyatakan laporan diberikan
tidak mengumpuni unsur-unsur pelanggaran pemilu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:08]

Oke, terus yang lain apa yang perlu disampaikan?
BAWASLU: AHMAD NAAFI [22:17]

Poin 2, berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana tercantum
dalam angka IV, Pokok Permohonan angka 2 sampai dengan 5, halaman
5. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas
pengawasan sebagai berikut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:34]

Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [22:35]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:36]

Ya.
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BAWASLU: AHMAD NAAFI [22:42]

Selanjutnya, total jumlah suara sah Pemohon jenis pemilihan di
DPRD kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Ogan Ilir 5, Desa Seri
Kembang 1 di TPS 06 adalah 22 suara dilihat di Bukti PK.5-5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:00]

Oke.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:00]

Untuk selengkapnya perolahan suara partai politik di Dapil Ogan
Ilir 5 Desa Seri Kembang 1, TPS 06, dapat dilihat dalam tabel di bawah
ini, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:09]

Dibacakan, ya. Itu mulai dari nomor 1 PKB sampai 2.000 ...
sampai angka 2 anu, ya, Partai Umat=24, ya?

BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:18]
Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:20]
Ya, cukup?
BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:24]
Selanjutnya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:27]
Itu yang 2.3, 2.4, 2.5 dianggap dibacakan dan seterusnya.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:31]
Ya, 2.8 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:32]

Ya.
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BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:32]

2.9, 2.10 dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:39]

Ya.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [23:40]

Kemudian di angka 3. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan
mengenai laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan
Ilir sebagaimana yang tercantum dalam angka IV, Pokok Permohonan
angka 9, halaman 6, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan
hal-hal sebagai berikut. 3.1 laporan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten
Ogan Ilir. 3.1.1 bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu
Kabupaten Ogan Ilir telah menerima laporan yang disampaikan kepada
pelapor atas nama Suryadi. 3.1.2, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:20]

Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [24:20]

Sampai 3.1.4.

Kemudian, di 3.1.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir pada
hari Rabu, tanggal 13 Maret, telah melakukan pemanggilan terhadap
KPU ... KPU Kabupaten Ogan Ilir divisi teknis penyelenggara dan saksi
Partai Keadilan Sejahtera tingkat kecamatan untuk dimintai keterangan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:43]

Oke.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [24:44]

3.1.8. Bahwa pada hasil kajian Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, pada
pelapor dianggap dibacakan, dinyatakan tidak memenuhi unsur
pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:58]

Oke.
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BAWASLU: AHMAD NAAFI [24:58]

Sekian, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:59]

Sebelumnya, saya minta dibacakan itu (...)
BAWASLU: AHMAD NAAFI [25:02]

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:02]

Di tabel perolehan suara Kabupaten Ogan Ilir, suara yang benar
menurut pengawasan Bawaslu untuk Partai Bulan Bintang, berapa?
Halaman 11.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [25:21]

Berdasarkan D.Hasil Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota
Kabupaten Ogan Ilir, untuk Partai Bulan Bintang total perolehan suara
3.414.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:34]

Oke, Partai Gerindra, Pihak Terkait?
BAWASLU: AHMAD NAAFI [25:36]

Partai Gerindra=10.252.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:39]

Oke, terima kasih. Oh, ini ternyata ada Pak ... Pak Ketua Bawaslu,
toh? Selamat datang, sahabat saya ini, Pak Ketua ini. Sama-sama
gemuknya soalnya.

Prof. Enny, ada? Cukup? Baik.

Saya akan mengesahkan bukti. Untuk Bukti Termohon T-1 sampai
dengan T-9, betul?

KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [26:10]

Benar, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:11]

Kemudian, Pihak Terkait Partai Gerindra, PT-1 sampai dengan PT-
5, betul?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 268-01-13-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUHAMMAD ANWAR SADAT
[26:18]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:19]

Baik. Kemudian dari Bawaslu, PK-1 ... PK-51 sampai dengan PK-
14, betul?

BAWASLU: AHMAD NAAFI [26:25]
Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:26]

Baik, semuanya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi? Yang akan disampaikan? Cukup? Oke.

Berikutnya, Perkara 283. Ini yang 3 dapil yang dipersoalkan tadi.
Ya, 283, Pemohonnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pihak
Terkaitnya ada tiga ini, karena tiga dapil itu, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[27:21]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:24]

Sebentar. Pemohon ... Pihak Terkaitnya Partai Nasdem, kemudian
Partai Persatuan Pembangunan. Ada Partai Persatuan Pembangunan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [27:34]

Hadir, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:35]
Kemudian, apa ini? Ziadatulher, siapa? Perorangan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[27:41]

Sesuai dengan arahan, Yang Mulia, sudah dikembalikan lagi ke
partai.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:44]

Ke partai, ya? Oke. Jadi ini bagian dari PPP, kan? Oke. Oh, sori,
sori, Nasdem. Berarti masuk ke nomor 1, ke anu ... Pihak Terkait 1, ya.
Oke. Orang Nasdem saya masukkan PPP enggak mau, soalnya enggak
lolos parliamentary threshold. Makanya kok kagetnya, kaget sekali itu.

Silakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[28:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:30]
Waalaikumsalam.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[28:31]

Selamat malam buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota
Majelis Mahkamah Konstitusi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:38]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[28:39]

Izinkan kami menyampaikan jawaban Termohon Perkara Nomor
283 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:51]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[28:52]

Untuk Wilayah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur, dan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:01]
Oke, yang Palembang juga enggak, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS  MAURITIUS
DIAWA [29:04]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:05]
Ada 3 dapil, kan?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[29:06]

3 dapil, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:07]
Ya, silakan. Eksepsinya dulu.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[29:11]

Dalam eksepsi, poin 1, poin 2, poin 3, dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:18]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[29:19]

Poin 4. Bahwa dalil Pemohon dalam Posita saling bertentangan

dengan Petitum, Pemohon dalam Positanya menjelaskan secara detail
yang menjadi pokok permasalahan yang dijadikan dasar hukum untuk

(...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:33]
Kalau tidak salah, perlu saya sampaikan dulu (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[29:35]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:35]
Dalam Permohonan ini kayaknya yang dipakai yang lama, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS  MAURITIUS
DJAWA [29:39]

Yang lama, Yang Mulia, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:41]
Permohonan awal, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [29:41]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:42]
Tapi Saudara sudah tau, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[29:43]

Sudah.
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Oke, kalau begitu dilanjutkan.
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA

[29:45]

Ya. Intinya di poin 4 ini antara Posita dan Petitum itu tidak saling

bersesuaian.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:52]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
DIJAWA [29:52]

Di Posita itu (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:53]
Tidak ada konsistensi (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
DIJAWA [29:54]

Ya. Tidak konsistensi (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:55]
Antara Petitum ... antara Posita dan Petitum.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
DJAWA [29:57]

Petitum.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:58]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
DIJAWA [29:58]

MAURITIUS

MAURITIUS

MAURITIUS

MAURITIUS

Karena dia pakai Permohonan yang lama, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:00]
Ya.

KUASA HUKUM  TERMOHON:
DJAWA [30:00]

Oke.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:01]
Terus 5.

KUASA HUKUM  TERMOHON:
DIJAWA [30:01]

Dilanjutkan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:02]
5.

KUASA HUKUM  TERMOHON:
DIJAWA [30:03]

Poin 5 dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:04]
Oke.

KUASA HUKUM  TERMOHON:
DIJAWA [30:05]

Dalam Pokok Permohonan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:07]
Ya.

KUASA HUKUM  TERMOHON:
DIJAWA [30:08]

Bahwa terhadap dalil Pemohon,

THOMAS

THOMAS

THOMAS

THOMAS

THOMAS
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MAURITIUS

MAURITIUS

MAURITIUS

MAURITIUS

MAURITIUS

Termohon pada pokoknya

menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh
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pada perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota
Palembang Daerah Pemilihan 2, DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur Daerah Pemilihan 3, dan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Daerah
Pemilihan 1, sebagai berikut.

2.1(...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:32]
Oke. Kota Palembang dulu, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [30:33]

Ya, Kota Palembang.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:35]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS  MAURITIUS
DIJAWA [30:37]

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang pengurangan suara
Pemohon di Kecamatan Sukaramik ... Sukarami sebanyak 120 suara
adalah tidak benar karena Pemohon telah keliru dalam menguraikan
rincian perolehan suara dalam Pokok Permohonan dan yang benar
menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Yang kedua. Bahwa terhadap Pemohon ... terhadap dalil Pemohon
tentang penambahan suara partai dan calon anggota DPRD Kota
Palembang, Partai Nasdem, di Kecamatan Sukarami, Kecamatan
Kemuning, Kecamatan Alang-Alang Lebar, sebanyak 133 suara adalah
tidak benar karena Pemohon telah keliru dalam menguraikan rincian
sebenarnya dan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.
Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:21]
Tabelnya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS  MAURITIUS
DJAWA [31:22]

Ya.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:22]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS  MAURITIUS
DJAWA [31:22]

Dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:25]
[tu antara ... perbandingan antara suara Termohon dan Pemohon?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS  MAURITIUS
DJAWA [31:29]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:30]

Oke. Jadi, suara apa yang diputuskan oleh Termohon sudah
benar?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS  MAURITIUS
DIJAWA [31:35]

Sudah benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:36]
Oke. Itu sampai (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS  MAURITIUS
DJAWA [31:38]

Halaman 5 dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:40]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [31:41]

Halaman 6 (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:32]
Ya. Halaman 6, halaman 7, terakhir.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
DJAWA [31:46]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:47]
Langsung halaman 7. Yang di Ogan Komering.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS  MAURITIUS
DJAWA [31:52]

Ya. Halaman 7, 2.2.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:54]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS  MAURITIUS
DIJAWA [31:55]

Perolehan suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Daerah
Pemilihan 3. Bahwa dalil Pemohon tentang pengurangan perolehan suara
Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Daerah Pemilihan 3,
yang meliputi pengurangan ... pengurangan perolehan 1 suara di TPS 2,
Desa Kangkung, Kecamatan Semendawai Barat. 1 suara di TPS 2, Desa
Melati Agung, Kecamatan Semendawai Timur. 1 suara di TPS 3, Desa
Sidomulyo, Kecamatan Belitang ... Belitung Mulya. Pengurangan 5 suara
di TPS Desa Karang Melati, Kecamatan Semen ... Semendawai Timur
adalah tidak benar karena perubahan perolehan suara Pemohon
bukanlah pengurangan, melain ... maksudnya begini, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:44]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[32:48]

Perubahan perolehan suara Pemohon bukanlah pengurangan,
melainkan koreksi akibat salah penulisan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:47]
Koreksi, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[32:51]

Dan penjumlahan pada saat penghitungan dan rekapitulasi suara
di tingkat TPS.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:53]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[32:55]

Yang dikoreksi pada penghitungan dan rekapitulasi di tingkat PPK
(..r)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:00]
Tingkat-tingkat PPK.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[33:01]

Dan KPU kabupaten, ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:03]
Tingkat kabupaten, ya. Terus.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[33:05]

Bahwa dalil Pemohon tentang penggelembungan perolehan suara
Partai Nasdem di daerah pemilihan yang sama, yang meliputi
penambahan 54 suara di TPS 7, Desa Nirwana. 46 suara di TPS 1, Desa
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Melati Jaya. 3 suara di TPS 8, Desa Bunai Mulya. 20 suara di TPS 7, Desa
Jaya Mulya. 1 suara di TPS 2, Desa Cempaka. Dan 5 suara di TPS 2,
Desa Menanga Besar adalah tidak benar karena perubahan perolehan
suara Partai Nasdem bukanlah penggelembungan, melainkan koreksi
akibat salah penulisan dan penjumlahan pada penghitungan dan
rekapitulasi suara di tingkat TPS yang dikoreksi pada penghitungan dan
rekapitulasi di tingkat PPK dan kabupa ... tingkat KPU Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:56]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[33:57]

Bahwa berdasarkan uraian di atas, perolehan suara Pemohon
yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:02]
Itu setelah dikoreksi, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[34:07]

Ya. Sudah dikoreksi, dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:08]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[34:09]

Poin 1, poin 2, poin 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:14]

Ya, ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[34:16]

Izin, Yang Mulia. Dalam persidangan ini saya sebagai Kuasa
Termohon menyampaikan ada renvoi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:28]
Gimana renvoi?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[34:29]

Terkait dengan  pengkodean  vide  bukti,  berkenan
dipertimbangkan mungkin bisa direnvoi untuk halaman 9 sampai 16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:39]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[34:40]

Dan halaman 18, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:42]
9 sampai 16 dan halaman 18.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[34:45]

Halaman 18.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:48]
Itu pengkodean buktinya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[34:51]

Pengkodean buktinya, penomorannya itu yang ... yang bergeser,
Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:52]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[34:54]

Jadi yang benar, mungkin bisa direnvoi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:55]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[34:56]

Di poin ... di poin 4 itu seharusnya, vide Bukti 35, vide Bukti 36,
dan vide Bukti 37, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:06]
38-nya enggak ada?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[35:08]

38-nya tidak ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:06]
Belum, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[35:06]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:09]

Berarti yang dicoret 38?



280.

281.

282.

283.

284,

285.

286.

287.

288.

36

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[35:09]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:12]
Oke, terus.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[35:14]

Kemudian paragraf berikut, vide Bukti 37 di ... dicoret, Yang Mulia,
tersisa vide Bukti 38, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:19]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[35:24]

Halaman 10, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:30]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[35:30]

Sebelum ... sebelum poin 5, itu vide Bukti 39.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:33]
40-nya enggak?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[35:34]

Enggak ada lagi, Yang Mulia. Vide Bukti 39, vide Bukti 40, dan
vide Bukti 41, Yang Mulia.
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Ya. Ini yang 40 di bawahnya berarti, ya? Ha? Itu halaman 10 (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA

[35:54]
Halaman 10.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:54]
Vide Bukti T-39.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[35:57]

39, 40, dan 41, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:58]
40 ditambah 1 malahan.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[36:00]

41, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:00]
41 yang dibawah dicoret?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[36:00]

41 yang dibawah dicoret jadi sisa (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:00]
Hanya 427?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[36:00]

42 dan 43, Yang Mulia.

MAURITIUS

MAURITIUS

MAURITIUS

MAURITIUS

DJAWA

DJAWA

DJAWA

DJAWA
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:09]
43 di bawah?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
[36:09]

Ya. Poin 5, poin 6, poin 7 dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:09]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
[36:09]

Kemudian poin 6, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:12]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
[36:12]

Jadi vide Bukti 44 dan vide Bukti 45, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:13]
44 dan 45?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
[36:23]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:31]
43-nya enggak ada, sudah (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
[36:23]

Sudah di atas, Yang Mulia.
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DJAWA

DJAWA

DJAWA
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:30]
Naik, ya? Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[36:32]

Ya. Oke. Kemudian halaman 11, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:32]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[36:39]

Sebelum poin 8, vide Bukti 46, vide Bukti 47, dan vide Bukti 48,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:32]
45-nya enggak ada?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[36:48]

Tidak ada lagi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:50]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[36:58]

Kemudian poin 8, vide Bukti 49, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:50]
49.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[37:01]

Kemudian poin 9, vide Bukti T-50, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:09]
Ini ada 50?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[37:11]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:12]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[37:14]

Kemudian renvoi di ... di sebelumnya 2.1, jadi 2.3, Yang Mulia.
Perolehan suara Pemohon itu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:22]
Ini 2.37

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[37:23]

Titikk 3, Yang Mulia, ya. Perolehan suara Pemohon menurut
Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Musi Banyuasin Daerah
Pemilihan 1 dan Daerah Pemilihan 4.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:35]

Itu Musi Banyuasin ada N-nya enggak?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[37:40]

Musi Banyuasi.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:41]

Asi, ya, kalau Banyuasi kita minum sama-sama nanti. Banyuasin.
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[37:46]

Izin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:48]

Ya, mangkanya itu. Saya tertarik karena enggak ada N-nya tadi
itu.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[38:03]

Musi Banyuasin, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:57]
Nah, ya. Ditambahin toh, enggak direnvoi.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[38:06]

Ya. Saya lanjut, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:06]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[38:06]

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai data pemilih di
Musi Banyuasin Daerah Pemilihan 1 adalah masalah proses, bukan
perselisihan suara, yang menurut Termohon bukan merupakan
kewenangan Mahkamah. Namun demikian, Termohon menjelaskan
bahwa persoalan DPT tidak berkaitan langsung dengan perolehan suara,
sebagaimana didalilkan Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut.
Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:35]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[38:35]

Di poin 12, vide Buktinya jadi 51 dan 52, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:42]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[38:43]

Bahwa tidak ada selisih perolehan suara antara Pemohon dan
Termohon, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dan perolehan
suara dimaksud terurai pada Model D.Hasil DPRD kabupaten/kota yang
ditetapkan oleh Termohon dalam rapat Pleno rekapitulasi perolehan
suara di tingkat Kabupaten.

Bahwa yang ... bahwa dalil Pemohon yang menguraikan
persandingan daftar pemilih di Kelurahan Serasan Jaya pada Dapil 1
DPRD Kaupaten Musi Banyuasin dapat Termohon uraikan sebagai
berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:23]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[39:29]

Kemudian kode buktinya di ... setelah tabel itu, Yang Mulia. Jadi
kode Bukti T-53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:30]
51 ... 51, 50 (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[39:40]

51, 52 di atas, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:40]

52 sudah enggak ada, ya? Sekarang 53 (...)
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[39:41]

53, 54, 55, dan 56, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:41]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[39:41]

Kemudian halaman 13 dianggap dibacakan, hanya renvoi di (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:41]
Buktinya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[39:42]

Buktinya jadi kode Bukti T-57, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT
57. 54 ganti 57, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[40:00]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:00]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[40:00]

Lanjut di halaman 14, dianggap dibacakan. Hanya kode buktinya
di poin 2 itu jadi vide Bukti T-58, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:14]

Oke.
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[40:18]

Lanjut halaman 16. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan ada
kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10
Desa Muara Medak dapat Termohon uraikan sebagai berikut. Dianggap
dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:34]

Ya. Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[40:35]

Kode buktinya berubah jadi vide Bukti 59.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:39]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[40:39]

Dan vide Bukti 60.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:34]
60.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[40:41]

60. Kemudian di halaman 15 juga di paragraf yang terakhir, Yang
Mulia, itu jadi vide Bukti 61, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:57]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[40:59]

Halaman 16, dianggap dibacakan. Halaman 17, juga dianggap
dibacakan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:08]
Ya. Itu Kelurahan Bayung lendir (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[41:10]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:11]
Lencir itu, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[41:12]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:12]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[41:13]

Kemudian di halaman 18, TPS 1 dan TPS 7, Yang Mulia. Itu kode
buktinya jadi 62, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:34]
Itu T-62.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[41:22]

Ya. Demikian, Yang Mulia. Untuk renvoi terkait dengan kode bukti
ini sampai di T-1 sampai dengan T-62.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:32]

Oke.
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[41:32]

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:34]
Petitumnya dibaca.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[41:35]

Petitumnya  disampaikan.  Petitum. Berdasarkan  uraian
sebagaimana di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi
dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.
Dalam Eksepsi.
1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Dalam pokok perkara.
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya yang ditetapkan pada
tanggal 20 Maret 2024.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kota Palembang Dapil 2, DPRD Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Dapil 3, dan Kabupaten Musi
Banyuasin Dapil 1 dan 3 sebagai berikut. Kota Palembang,
dianggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:30]

Anu ... perolehan suaranya saja, PDIP dapat berapa? Nomor 3 itu?
Yang betul dibaca.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[42:37]

PDIP Perjuangan=23.254.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:42]

Kemudian Partai Nasdem?
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
[42:44]

Partai Nasdem=23.484.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:48]
Kemudian Partai Persatuan Pembangunan?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
[42:51]

Partai Persatuan Pembangunan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:51]
7.789?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
[43:01]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:02]
Oke, ini untuk yang Kota Pelembang?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
[43:05]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:06]
Untuk Kota Ogan Komering Ulu Timur?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS
[43:06]

Ogan Komering Ulu Timur.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:09]

Ya. Partai Demokrasi Perjuangan?
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[43:13]

Indonesia Perjuangan=4.400, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:16]
Kemudian Partai Nasdem?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[43:18]

Partai Nasdem=13.268.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:22]
Oke, PPP-nya?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[43:24]

PPP=3.756, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:28]
Oke, sekarang yang untuk (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[43:29]

Kaupaten Musi Banyuasin.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:31]
Musi Banyuasin, partai (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[43:34]

PDI Perjuangan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:34]

PDI Perjuangan?
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[43:35]

Dia dua dapil, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:37]
Ya, dua dapil.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[43:38]

Musi Banyuasin 1.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:40]
1.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[43:41]

10.441.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:43]
Yang Musi Banyuasin 2.
KUASA HUKUM TERMOHON NO 283: [43:44]
Musi Banyuasin 4=23.649.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:48]
Ha? Yang Musi Banyuasin 4?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[43:51]

Eh, 4, 4, 4.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:53]

4 berapa?
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KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[43:54]

23.4 ... 649
KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:57]
14.016 dong?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[44:00]

Sori, sori, Yang Mulia. Saya baca yang di bawah. Sori, Yang Mulia.
14.016, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:04]

Lebih muda baca gitu sudah enggak kelihatan. Ya, yang betul
kembali ... anu ... diulangi!

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[44:10]

PDI Perjuangan=10.441 di Dapil 1.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:14]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[44:15]

Kemudian di Dapil 4=14.016.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:19]
16.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[44:20]

Suara, Yang Mulia.



417.

418.

419.

420.

421.

422.

423,

424,

425.

426.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:20]
PPP ... anu ... PPP?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[44:22]

Kemudian Nasdem (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:24]
Gerindra ... Nasdem dulu.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[44:26]

Nasdem.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:26]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[44:27]

Di Dapil 1=3.524.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:29]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[44:29]

Dapil 2=5.181.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:32]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS
[44:33]

Kemudian PPP.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:34]
PPP?

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[44:36]

Dapil 1=2.355.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:38]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[44:39]

Dan Dapil 4=103, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:41]
Oke.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:41]
Terima kasih, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[44:44]

Ya. Atau apabila Yang Mulia ber ... Majelis pemeriksa pada
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian, hormat kami (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:56]

Oke. Terima kasih.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS MAURITIUS DJAWA
[44:56]

Tertanda tangan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:57]
Ya. Dari Partai Nasdem?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [45:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Partai Nasdem akan mencoba memberikan Keterangan
Pihak Terkait dalam Perkara 283. Sebagaimana Yang Mulia katakan
sebelumnya, bahwa kita hanya menanggapi atau memberikan
keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan PDIP yang tertanggal 23
Maret.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:31]
Ya.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [45:32]

Karena perbaikannya diajukan pada tanggal 5 April atau tidak
sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi atau telah (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:39]
Sudah terlambat.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [45:39]

Lewat waktu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:40]
Ya.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [45:42]

Yang pertama, Yang Mulia, mengenai Kewenangan. Kami di sini
meminta Mahkamah untuk menyampingkan. Karena dalam Permohonan
Pemohon itu, tidak menyebutkan nomor tahun dan keputusan atau tidak
menyebutkan objek sengketannya dengan jelas.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:00]
Ya. Terus?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [46:06]

Begitu juga mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:09]
Ya.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [46:09]

Pemohon itu tidak menyebutkan nomor keputusan, tanggal dan
tentang apa, mengenai Kedudukan Hukumnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:17]
Ya.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [46:18]

Dari Pemohon. Mengenai tenggat waktu, seperti yang tadi sudah
disampaikan, bahwa kami hanya menanggapi Permohonan tertanggal 23
Maret.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:27]

Permohonan awal, ya? Oke.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [46:31]

Mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, terkait Daerah
Pemilihan Kota Palembang 2.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:37]

Ya.
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PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [46:40]

Dalam Permohonannya, itu mengatakan suara Pemohon adalah
23.254. Kemudian mengatakan juga, Pihak Terkait hanya memperoleh
suara 7.751. Padahal tadi yang sudah disampaikan oleh KPU dan
berdasarkan D.Hasil suara Partai Nasdem adalah 23.484.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:07]

Anda ... Anda menyetujui apa yang ditampilkan oleh Termohon?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:10]

Kami menyetujui.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:11]
Oke.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:11]

Sangat menyetujui, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:12]
Oke. Itu yang benar menurut Anda juga, ya?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:16]

Ba ... betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:17]
Ya, terus? Itu untuk Kota Palembang?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:27]

Untuk Kota Palembang, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:28]
Ya. Yang berikutnya ini tinggal ... anu (...)

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:31]

Oke, baik. Mengenai tabel dari Pemohon juga, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:33]
Sama, ya?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:34]

Itu terlalu banyak, yang menurut kami tidak jelas atau obscuur.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:38]
Ya.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:38]

Karena lagi-lagi Partai Nasdem itu atau Pihak Terkait oleh
Pemohon hanya dinyatakan memperoleh suara 7.783.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:48]
Oke.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:48]

Bahkan banyak terjadi pertentangan-pertentangan antara Posita
dan Petitum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:52]

Oke.
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PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [47:53]

Bahkan Pemohon juga mendalilkan suara Pemohon yang benar
adalah 23.364.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:59]
Ya.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:00]

Bukan 23.294.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:02]
Oke.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:03]

Padahal Pemohon sendiri mendalilkan, itu kehilangan 120 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:08]
Ya. Itu yang eksepsi, ya?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:15]

Eksepsi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:16]

Terus untuk yang Pokok Permohonan, Anda menyetujui KPU?
Suara yang diperoleh ... KPU?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:19]

Menyetujui, Yang Mulia. Menyetujui.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:22]
Berarti kalau begitu semuanya sudah dianggap dibacakan, ya?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:26]

Baik, Yang Mulia. Cuma ada yang harus kami sampaikan, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:28]
Apa yang harus disampaikan?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:29]

Dalam Pokok Permohonan, itu kami melihat atau menilainya,
Pemohon ini selalu memakai perasaan, Yang Mulia. Perasaan hilang 120
suara, perasa ... padahal sebagaimana yang disampaikan oleh KPU tadi
sudah dilakukan koreksi (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:41]

Ya.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:42]

Atau pencermatan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:43]
Ya.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:44]

Begitupun kami, ketika kami suara perolehan Partai Nasdem,
sebelum dilakukan koreksi, kami itu bisa mendapatkan 177 suara, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:53]

Ya.
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PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [48:54]

Tetapi setelah dilakukan pencermatan dan koreksi oleh KPU
bersama-sama dengan Bawaslu, kami menyetujui apa yang sudah
ditetapkan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:03]
Oke. Sekarang kalau begitu tinggal Petitumnya.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [49:08]

Izin, Yang Mulia, untuk Petitum disamakan dengan dalil Banyuasin
atau per dapil, Yang Mulia?

KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:17]
Disamakan dengan itu tadi.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [49:18]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:19]

Apa yang persis Saudara anu tulis di sini, Petitumnya, dibaca
seluruhnya.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [49:29]

Untuk Petitum, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:31]
Ya.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [49:33]

Daerah Pemilihan Kota Palembang 2.
Dalam eksepsi.



498.

499.

500.

501.

502.

503.

60

1. Menerima untuk seluruhnya Keterangan Pihak Terkait.

2. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

3. Menyatakan Permohonan kabur tidak jelas atau obscuur.

4. Menyatakan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak
dapat menerima untuk seluruhnya Permohonan dari Pemohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan KP ... Komisi Pemilihan Umum
Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan dan seterusnya.

3. Menetapkan perusahaan ... perolehan suara yang benar untuk
pemilihan anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 2
yang benar adalah sebagai berikut.

1) PKB=15.000 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:14]

Enggak usah ... Enggak usah disebutkan, PDIP sama Nasdem saja
(...)

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:17]

Baik.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:18]
Yang disebutkan.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:18]

Baik, Yang Mulia. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk
pemilihan anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan Palembang
2 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor Urut 3, PDIP memperoleh
suara 23.254.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:34]

Ini sama dengan Termohon tadi, ya?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:35]

Betul, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:36]
Terus Nasdem?

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:38]

Partai Nasdem memperoleh suara 23.484.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:42]
Ya, cukup.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:43]

Kemudian (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:45]
Cukup.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:46]

Untuk PPP=7.789 suara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:50]
Oke.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [50:51]

Memerintahkan kepada KPU untuk tunduk dan patuh pada
putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:00]

Ya.
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PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [51:01]

Izin, Yang Mulia, dilanjutkan oleh rekan saya untuk dapil (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:04]
Banyuasin.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [51:05]

Musi Banyuasin.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:06]
Musi Banyuasin 1.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [51:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:09]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
?:LI;I-(I)I;U.DPR-DPRD-XXII/ 2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami melanjutkan untuk daerah
pemilihan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:12]

Ini bukan PPP, ya?
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[51:16]

Bukan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:17]
Enggak, saya minta penegasan saja.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[51:19]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:20]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[51:21]

Mengenai Kewenangan, untuk 1 sampai 7 dianggap dibacakan.
Bahwa oleh karena berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pihak
Terkait, mohon agar Yang Mulia berkenan untuk menolak perkara a quo.

Kedudukan Hukum. Yang pada intinya adalah karena tidak adanya
perbedaan atau perselisihan perolehan suara untuk perolehan kursi yang
benar menurut Pemohon, maka Pemohon tidak memiliki legal standing.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:45]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[51:46]

Untuk tenggang waktu dianggap dibacakan.

Untuk Permohonan Pemohon tidak jelas. Bahwa Posita dan
Petitum dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan perselisihan
perolehan suara, hanya menduga terdapatnya perbedaan data pemilih,
sehingga permasalahan ini menjadi tidak jelas.

Masuk ke pokok permasalahan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:04]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[52:14]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya
menyatakan perolehan suara yang benar dan (ucapan tidak terdengar
jelas) perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Dapil
Muasin 1 (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana tabel 7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:24]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[52:25]

Tabel (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:26]

Itu sama dengan anu, ya ... sama dengan yang disampaikan
Termohon, setuju?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[52:29]

Ya, tabel 8, tabel 9. Dan untuk 5.4 ada renvoi, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:34]

Ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[52:35]

Itu yang tabel 1A menjadi 7, tabel 1B menjadi 8, tabel 1C menjadi
9, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:41]

Oke.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[52:42]

Maka dapat diketahui jumlah perolehan suara yang wajar dan
tidak terdapat perbedaan atau selisih jumlah hasil keseluruhan suara
antara versi Pemohon dan versi keputusan KPU. Oleh karena itu, Pihak
Terkait menganggap Permohonan Pemohon yang memohon agar Majelis
Konstitusi membuat keputusan adalah tidak relevan untuk menjadi
Permohonan PHPU.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:59]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[52:59]

5.5 dianggap dibacakan. Bahwa Pihak Terkait menganggap dalil
perm ... Pokok Permohonan Pemohon mengenai dugaan adanya
pengurangan suara Pemohon di Dapil 1 Kabupaten Musi Banyuasin untuk
mengisi kursi adalah tidak bersesuaian berdasarkan dalil Pemohon. Ada
di dalam tabel, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Dan bahwa da ...

5.7 bahwa dalil selisih jumlah DPT di 5 TPS, Kecamatan Sekayu
antara D.Hasil dan DPT KPU ... KPU yang didalilkan Pemohon adalah
tidak relevan. Dan rekapitulasi DPT Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024 yang hanya menetapkan jumlah DPT.

5.8 dan 5.9 dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:40]

Ya, Petitumnya sekarang.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[53:44]

Sebentar, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:45]

Daerah Pemilihan Banyuasin, halaman 29.
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06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
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545.

546.

[53:50]

Baik. Petitum.
Dalam eksepsi

1.
2.

3.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,
mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon a quo.
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1.

Menolak Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Daerah
Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin 1, Provinsi Sumatera
Selatan, untuk mengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten
Musi Banyuasin, Dapil Musi Banyuasin 1, Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024.

. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

360 tahun 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan,
sepanjang Daerah Pemilihan Musi Banyuasin 2.

. Menyatakan benar hasil perolehan suara Pemohon dan Partai

Nasdem pada Daerah Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin,
sebagaimana di tabel.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:56]

Ya, terima kasih.
Sekarang PPP yang asli.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [53:54]

Insya Allah, asli, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:56]

Nah, ya, mangkanya itu. Yang sebelahnya itu yang enggak asli

itu.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap
Perkara Nomor 283 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik PDI
Perjuangan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:15]

Ini tidak ada eksepsi, ya? Dan langsung dalam Pokok
Permohonan, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:18]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:18]
Ya, dibacakan apa yang penting.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:21]

Dalam Pokok Permohonan. 1 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:23]

Saudara ... saya pertanyaan dulu. Saudara setuju dengan apa
perolehan suara yang disampaikan oleh Termohon?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:30]

Izin, Yang Mulia, kami tidak dalam konteks ... izin, kami mau
membacakan saja semua yang kami tuliskan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:35]
Oke, silakan. Minta lebih, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:40]

Kami bacakan, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:42]
Ya. Silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [54:49]

Satu. Bahw ... dalam Pokok Permohonan. Satu. Bahwa Pihak
Terkait berkepentingan pada perkara a quo karena berpotensi
mempengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Dapil
Palembang 2 atas nama caleg PPP. Dapil Palembang 2, Nomor Urut 3,
nama Rina Indah, A.Md., khususnya dengan Pihak Terkait lainnya yang
berpotensi masuk juga pada perkara a quo, yaitu Partai Nasdem dengan
Calegnya Nomor Urut 4 pada Dapil Palembang 2 atas nama Andri Adam,
S.H., M.H.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:17]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [56:18]

Bahwa PPP selain menjadi Pihak Terkait pada perkara a quo, PPP
juga sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi sebagai ... mengenai
perselisihan tentang hasil pemilu terdaftar dalam Perkara Nomor 278 dan
seterusnya, Bukti P-48, dimana Permohonan tersebut ada kaitannya
dengan Permohonan yang diajukan Pemohon PDIP pada perkara a quo
dan yang berpotensi sebagai Pihak Terkait adalah Partai Nasdem dengan
Calegnya Nomor Urut 4, Dapil Palembang 2, Andri Adam, S.H., M.H.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:49]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [56:49]

Bahwa mengenai Permohonan Pemohon PDIP a quo, secara
substansi Pihak Terkait menolak secara tegas semua dalil-dalil Pemohon
mengenai selisih perolehan suara sepanjang untuk pengisian
keanggotaan DPRD Kota Palembang, Dapil Palembang 2, yang tidak
sesuai dengan fakta dan alat bukti, kecuali yang telah diakui kebenaran
oleh Pihak Terkait.
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Empat. Bahwa pihak terkait menolak secara tegas dalam Pemohon
yang menyatakan kehilangan 120 suara pada Dapil Palembang 2,
Kecamatan Sukarami, sebagaimana dalil Permohonan pada halaman 5
angka 5, dimana yang benar menurut Pihak Terkait, Pemohon hanya
kehilangan 90 suara.

Bahwa selain itu Pihak Terkait juga akan mendalilkan mengenai
adanya penggelembungan sebanyak 20 suara Pemohon di Kecamatan
Kemuning, Dapil Palembang 2, dan untuk itu Pihak Terkait akan
menyandingkan dan menjelaskan melalui tabel tentang perolehan suara
Pemohon yang benar menu .. menurut Pihak Terkait, baik suara
Pemohon yang hilang (pengurangan) maupun adanya penggelembungan
tersebut.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait juga akan menyandingkan dan
menjelaskan tentang adanya penggelembungan perolehan suara P ...
Partai Nasdem terkait perkara a quo, yaitu adanya penggelembungan
sebanyak 151 suara pada Dapil Palembang 2 di Kecamatan Sukarami,
Kecamatan Kemuning, dan Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Penggelembungan 151 suara tersebut sudah termasuk di dalamnya 133
penggelembungan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara ...
dalam Permohonan perkara a quo.

Bahwa lebih lanjut Pihak Terkait juga akan menyandingkan dan
menjelaskan tentang adanya pengurangan suara Pihak Terkait sebanyak
54 suara di Kecamatan Sukarami, Kecamatan Alang-Alang Lebar, pada
Dapil Palembang 2.

Izin, 8. Halaman 3 sampai seterusnya, uraian-uraian tabel-tabel,
Yang Mulia (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:31]
Dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [58:32]

Sampai halaman 15 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:35]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [58:36]

Sampai halaman 13 dianggap dibacakan, tabel semuanya, Yang
Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:39]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [58:41]

Selanjutnya, poin 18 halaman 13, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:45]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [58:47]

Langsung Petitum, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:48]
Waduh, saya kira mau dibaca seluruhnya. Silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [58:56]

Bahwa berdasarkan wuraian dalil-dalil di atas, Pihak Terkait
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya
sepanjang Dapil (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:14]
Ini kaya ... kaya Pemohon malah ini.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [59:15]

Kota Palembang.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:20]

Tadi Nasdem membenarkan ... anu ... keputusan komisi, kalau ini
beda. Malah minta membatalkan Putusan KPU 360 karena berkaitan
dengan Permohonan PPP yang lain, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [59:32]

Siap, Yang Mulia (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:32]
Ya, boleh-boleh saja. Silakan, terus.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [59:38]

Sepanjang hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Palembang Tahun
2024 pada Dapil Palembang 2.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:43]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [59:44]

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak
Terkait. Pemohon PDIP dan Partai Nasdem untuk pengisian calon
anggota DPRD Kota Palembang sepanjang Dapil Kota Palembang 2
sebagai berikut. PPP=7.843. PDIP=23.324 dibagi 3 sama dengan 7.775.
Nasdem (kursi kedua) ... izin, PDIP tadi kursi kedua juga, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:11]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:00:12]

Nasdem 23. (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:13]
Kursi kedua juga, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:00:14]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:15]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:00:16]

333 dibagi 3 sama dengan 7.778.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:20]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:00:21]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).
Demikan, Yang Mulia, kami bacakan. Terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:30]

Ya, ini Pihak Terkait semi Pemohon ini. Ya, tapi enggak apa-apa.
Nanti kita pertimbangkan semua.
Bawaslu, silakan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:00:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok

Permohonan.

1. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan yang didalilkan oleh
Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam IV, Pokok
Permohonan. Pada angka 1 halaman 4 sampai dengan
halaman 7 mengenai perolehan suara pada pemilihan DPRD
Kota Palembang dari Daerah Pemilihan Palembang 2, Badan
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Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
memberikan keterangan bahwa Bawaslu Kota Palembang
tidak menerima adanya laporan dugaan pelanggaran yang
berkaitan dengan dalil yang didalilkan oleh Pemohon dan
dalam Permohonannya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:19]
Oke.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:01:22]
B angka 2 ... B angka 1, dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:25]
Ya.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:00:26]

B angka 2. Bahwa Sebagaimana dalil Permohonan Pemohon pada
halaman 4 dan halaman 5, angka 5, yang pada pokoknya
mempermasalahkan mengenai perolehan suara Pemohon untuk jenis
pemilihan DPRD Kota Palembang di Daerah Pemilihan Kota Palembang 2.
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
memberikan keterangan sebagai berikut (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:46]
Ya.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:01:48]

2.1. Bahwa Bawaslu Kota Palembang telah melaksanakan
pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan
suara tingkat Kota Palembang pada tanggal 5 Maret 2024 hingga dini
hari tanggal 6 Maret 2024. Pada tanggal 6 Maret 2024, pukul 13.30,
dilakukan agenda pembacaan hasil pleno terbuka rekapitulasi tingkat
kota dan berakhir pukul 14.00, sebagaimana dituangkan pada laporan
hasil pengawasan Bawaslu Kota Palembang Nomor 012 dan seterusnya.

2.2. Bahwa berdasarkan Dokumen D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD
kabupaten/kota yang didapatkan Bawaslu Kota Palembang pada saat
pengawasan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara
tingkat Kota Palembang. Perolehan suara sah Pemohon untuk Dapil Kota
Palembang 2 adalah 23.254, Bukti PK.5-3.
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2.3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah
melakukan penetapan rekapitulasi, hasil penghitungan perolehan suara
tingkat Kota Palembang untuk perolehan suara DPRD Kota Palembang
pada tanggal 6 Maret 2024. Berdasarkan SK KPU Kota Palembang Nomor
431 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Yang diperoleh
Bawaslu Kota Palembang pada saat pengawasan tahapan rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Palembang dengan
rincian perolehan sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:26]

Bacakan, ya. Terus ini uraian narasinya, berikutnya, ya?
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:03:29]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:31]

Ini keterangan itu kan?
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:03:32]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:33]

Ya. Terus sampai mana? Harus mau dibacakan lagi?
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:03:40]

Angka 3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon, Pemohon pada
Pokok Permohonan halaman 5 angka I, yang pada pokoknya
menyatakan suara hilang dari gabungan suara partai dan calon anggota
legislatif pada Partai PDI Perjuangan di beberapa TPS di Kecamatan
Sukarami, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
memberikan keterangan sebagai berikut. 3.1 dianggap dibacakan.

3.1.1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024 telah dilaksanakan
rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu 2024
tingkat Kecamatan Sukarami, dimana dibagi 2 panel, dimana pada hari
pertama rekapitulasi pada panel 1 untuk Kelurahan Sukarami dan panel
2 untuk Kelurahan Talang Betutu berdasarkan Laporan Hasil
Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukarami Nomor 39 dan seterusnya
tanggal 19 Februari 2024 tidak terdapat kejadian khusus (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:38]

Ya, kalau yang tidak terjadi ada kejadian khusus dianggap
dibacakan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:04:42]
Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:43]
Yang ada persoalan saja yang disampaikan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:04:47]
Oke. 3.1.3 dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:51]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:04:52]
3.1.4 dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:55]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:04:56]
3.1.5 dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:59]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:03]
Tabel dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:05]

Ya.
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BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:10]
Lanjut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:11]
Ya. Kalau (...)

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:13]
4.1 sampai 4.4 dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:18]

Ya, yang kejadian khusus saja yang disampaikan kalau yang apa
... tidak persoalan sebagai laporan, enggak usah disampaikan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:28]
Baik, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:29]
Dianggap dibacakan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:32]
Untuk Daerah Pemilihan OKU Timur.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:35]
Ya, ada masalah?

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:38]
Ada di laporan temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:41]
Apa itu?

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:05:44]

Bahwa berdasar ... berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka
2 halaman 8, pada pokoknya menyebutkan adanya pengurangan suara



624.

625.

626.

627.

628.

629.

630.

631.

77

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara dan
penambahan suara Partai Nasional Demokrat sebanyak 89 suara di
Daerah Pemilihan OKU Timur 3, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan. 1.1 dianggap
dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:09]

Ya.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:06:10]

1.3 ... 2 dianggap dibacakan, 1.3 dianggap dibacakan.

1.4 bahwa atas rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten OKU Timur
membalas surat tersebut melalui Surat Nomor 199 dianggap dibacakan,
tanggal 19 April perihal balasan surat rekomendasi terjadinya
pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:32]

Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:06:34]

Kemudian keterangan Bawaslu berkaitan pokok permasalahan
yang dimohonkan oleh Pemohon, 1 sampai 2 dianggap dibacakan. 2.2
dianggap dibacakan. 2.3 dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:51]
Ya.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:06:54]
Hingga 2.10 dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:56]
Ya.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:06:57]
Kemudian di huruf A laporan atau temuan berkenaan dengan

Pokok Permohonan. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan yang
didalilkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan dalam angka IV Pokok
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Permohonan dan seterusnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
memberikan keterangan. 1.1 bahwa Bawaslu Musi Banyuasin tidak
menerima adanya laporan dugaan pelanggaran berkenaan dengan

adanya perbedaan DPT (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:24]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:25]

Sebagaimana  yang didalilkan oleh Pemohon
Permohonannya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:28]
Yang B. Ini juga dianggap dibacakan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:32]
B dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:33]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:34]
1, 2 dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:38]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:40]
Kemudian 2.3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:42]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:43]

Dianggap dibacakan.

pada
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:44]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:45]
Kemudian huruf A.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:47]
Laporan (...)

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:47]
Di Daerah Pemilihan Musi Banyuasin.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:51]
Ya. Laporan temuan itu.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:07:57]

Laporan berkenaan dengan Pokok Permohonan. 1.1 bahwa
Bawaslu Musi Banyuasin tidak ... tidak menerima adanya laporan dugaan
pelanggaran yang berkaitan dengan adanya selisih jumlah
perolehan suara partai pada Model D.Hasil Kecamatan DPRD
Kabupaten/Kota dengan C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan
Bayung Lencir.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:14]
Oke.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:08:16]

Kemudian di huruf B Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok
permasalahan. Angka 1 yang dianggap dibacakan.

Angka 2. 2.1 bahwa Panwasu Kecamatan Bayung Lencir
melakukan pengawasan pada tahap rekapitulasi penghitungan hasil
perolehan suara di tingkat Kecamatan Bayung Lencir pada tanggal 20
sampai 29 Februari 20 ... 2024. Dapat diterangkan pada huruf ... angka
2.1.1. Bahwa pada saat melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi
perhitungan hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bayung
Lencir saat pembacaan hasil perolehan suara pada TPS 22 Kelurahan
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Bayung Lencir terdapat keberatan dari saksi partai politik terkait adanya
kekeliruan tally di Formulir C.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:09]
Oke.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:10]
Kemudian 2.1.2 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:14]
Dianggap dibacakan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:15]
Dianggap dibacakan, tabel dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:19]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:21]

Kemudian huruf A laporan atau temuan berkenaan dengan Pokok
Permohonan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:27]
Dianggap dibacakan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:27]
Dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:28]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:29]

Angka 1. 1.1 dianggap dibacakan.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:32]
Ya. B?

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:]
B(..)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:35]
Keterangan Bawaslu.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:36]

Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang
dimohonkan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:40]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:41]
Angka 1 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:44]
Dianggap dibacakan saja, itu.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:45]
Dianggap dibacakan, 1.1, 1.3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:49]
1.3 dibacakan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:51]
Dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:52]

Ya.
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BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:09:52]
Demikian, terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:54]
Baik, terima kasih, Bawaslu.
Prof. Enny, ada? Cukup, ya, Prof? Oke.

Pemohon mengajukan bukti tambahan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FIRLI DARTA [01:10:16]

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:16]

Telah disahkan pada tanggal 2 Mei, kemudian alat bukti tambahan
yang diterima telah diverifikasi pada 2 Mei, pada pukul 12.00 WIB, Bukti
38 sampai dengan 56, kota ... Kota Palembang, Dapil 2?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: FIRLI DARTA [01:10:32]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:32]

Ya, disahkan dulu soalnya masih banyak ini.

KETUK PALU 1X

Termohon T-5 ... T-1 sampai dengan T-62, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait NasDem untuk Kota Palembang T ... PT-1 sampai
dengan PT-21.

PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: ANDRI ADAM [01:10:52]

Betul, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:53]

Kemudian Banyuasin PT-1 sampai dengan PT-3. Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Partai Persatuan Pembangunan Pihak Terkait, itu PT-1
sampai dengan PT-48. Betul? PPP?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AKHMAD LEKSONO [01:11:10]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:13]

Oh, siap. Sah. Baik.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian yang ini, yang Ziada ini sudah di anu ...
dimasukkan ke Nasdem ada PT-1 sampai dengan PT-4, ya? Ada
tambahan itu untuk atas nama Ziadatulher untuk Banyuasin, ini sudah
masuk di Nasdem atau tersendiri masih?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:11:40]

Sudah digabungkan ke kami, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:42]

Oke, PT-1 sampai dengan PT-4 itu, ya.
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIDWAN SYAIDI TARIGAN
[01:11:45]

Ya.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:45]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawalu, PK-51 sampai dengan PK-539. Bawaslu, betul?
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:11:59]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:00]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, terima kasih.
Sekarang perkara (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZELDI DWITAMA [01:12:21]

Izin, Yang Mulia. Pemohon, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:22]
Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZELDI DWITAMA [01:12:23]

Sedikit saja, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi
begini, Yang Mulia. Di dalam Keterangan Pihak Terkait tadi, sejatinya
Perkara Nomor 283 ini, kota ... di OKU Timur 3, itu Pihak Terkaitnya
Nasdem. Tapi tidak ada keterangan dari Pihak Terkait. Ini yang perlu
kami tegaskan, apakah memang tidak ada, ataukah di OKU Timur 3 ini
dilepaskan saja, atau bagaimana melalui keterangan ini? Begitu, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:52]

Ya, itu terserah merespons, ya.
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZELDI DWITAMA [01:12:54]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:55]
Ya, terserah meresponsnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZELDI DWITAMA [01:12:57]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:58]
Enggak bisa dipaksakan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283-01-03-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ZELDI DWITAMA [01:12:59]

Siap, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:59]

Ya. Yang sudah direspons, dianggap itu sudah. Tapi Pihak
Termohon sudah menjawab lengkap seluruhnya tadi.

Perkara 270, perorangan dari PKB. Kemudian Pihak Terkaitnya,
Oktafiansyah. Ini Oktafiansyah dapat rekomendasi dari ... anu
partainya? Sudah? Sudah semua, ya? Pihak ... anunya ... dua-duanya
sudah, ya? Ya, semuanya sudah dapat rekomendasi dari dewan
pemimpinan partainya.

Silakan, Termohon.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:13:41]
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:46]

Waalaikumsalam.
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KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:13:47]

Salam sejahtera untuk kita semua. Jawaban Termohon terhadap
Perkara 270 yang dimohonkan oleh Parisman, calon dari Partai
Kebangkitan Bangsa untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Dapil 7.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:02]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:02]

Bertindak ... kami dari Saleh dan Partners. Langsung saja, Yang
Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:26]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:07]

Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut
Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Selatan Dapil 7 Tahun 2024 yang diajukan oleh
Pemohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:22]

Itu halaman 5, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:23]

Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:24]
Ya, terus?

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:24]

Langsung, Yang Mulia, ke poin 5 (...)
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:25]

Kedudukan hukum.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:27]

Bahwa Pemohon pada Permohonannya sama sekali tidak
menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil
perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon. Dan
hasil pertimbangan yang benar menurut Pemohon untuk ditempat
pemungutan suara yang mana yang dimaksud.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:42]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:43]

Selanjutnya, nomor 7. Bahwa Pemohon berdasarkan
Pemohonannya lembar keenam, angka 1, menyatakan terkait kesalahan
input dari Termohon yang mana hal tersebut bukan merupakan
kewenangan Mahkamah Konstitusi.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:53]

Oke, ya. Yang setu ... selanjutnya sudah dianggap dibacakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:57]

Baik, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:57]

Terus, kedudukan hukum?

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:14:58]

Kedudukan hukum Pemohon. Menurut Termohon, Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:04]

Ini angka 5, ya?



717.

718.

719.

720.

721.

722.

723.

724,

725.

726.

88

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:06]

Ya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:07]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:07]

Langsung ke angka 4. Bahwa berdasarkan lampiran Akta
Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik atau AP ... AP3, Pemohon
tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:21]

Ada, semuanya ada.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:22]

Bukti T-1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:24]

Ya, sudah semua, ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:25]

Baik, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:26]

Ada rekomendasi. Ya, jadi pasti boleh duduk di sana.
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:31]

Baik.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:31]

Ada rekomendasi.
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KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:33]

Permohonan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:33]

Terus, sekarang Pemohon tidak jelas? Kabur?
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:36]

Kabur, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:38]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:15:39]

Bahwa Permohonan pe ... pada Pemohon sama sekali tidak
menjelaskan atau mendalilkan tentang tempatnya perhitungan suara dan
kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara yang dimaksud
Pemohon. Lebih lanjut, Pemohon tidak menjelaskan terkait di mana
tempat kabupaten yang dipersoalkan oleh Pemohon. Oleh karena hanya
menyugat ... hanya menyebutkan nama kanyap ... nama kecamatannya
saja.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:59]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:00]
Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:01]
Enggak. Itu angka 7 disebut dulu.
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:04]
Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, menunjukkan

bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur, sehingga menurut hukum
harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:12]

Oke, sekarang dalam Pokok Permohonan.
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:15]

Baik, 2.1 gambaran umum, dianggap dibacakan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:18]

Ya. 2.2.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:21]

2.2, tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:23]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:23]

Di Kecamatan Pendopo. Langsung ketanggapan Termohon.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:26]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:26]

Bahwa apabila memang benar suara yang didapatkan oleh
Pemohon sebagaimana yang didalikan dalam Permohonannya, setelah
disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan Pendopo dan D.Hasil Kabupaten
Empat Lawang, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara,
sehingga dalil Pemohon terkait selisih suara adalah tidak benar.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:43]

Oke. Itu 6, 7, dianggap dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:47]

Baik, Yang Mulia.
Nomor 10, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:49]
Ya, nomor 10.
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:49]

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta yang ada, tidak terdapat
keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:56]
Tidak ada keberatan, ya?
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:57]
Ya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:58]
Baik.
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:16:59]
Di tingkat Kecamatan Pendopo, Bukti T-5, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:03]
Ya, terus?
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:04]

Di Kecamatan Muara Pinang, perolehan suara tabel, dianggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:08]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:10]
Tanggapan Termohon, langsung ke poin 3, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:12]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:13]

Bahwa Termohon menanggapi uraian Permohonan Pemohon dalil
Pemohon terkait terjadi penambahan suara ... perolahan suara M.
Oktafiansyah di Kecamatan Muara Pinang sebanyak 2.223 suara adalah
tidak benar.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:25]

Tidak benar.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:26]

Karena berdasarkan D.Hasil Kecamatan DPRD Prov. Kecamatan
Muara Pinang, suara M. Oktafiansyah sejumlah 6.493 suara.

Bukti T-6, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:36] [01:17:37]

T-6.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:38]

Langsung ke poin 7, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:41]
Poin 7, dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:43]

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan fakta yang ada, tidak terdapat
keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:51]
Oke. Semua Klir itu, ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:54]
Bukti T-8, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:55]

Ya, terus
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KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:17:55]

Di perolahan suara di Kecamatan Lintang Kanan, tabel dianggap
dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:59]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:01]
Tanggapan Termohon langsung pada poin 3, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:03]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:03]

Bahwa Termohon menanggapi uraian Pemohon, dalil Pemohon
terkait terjadi penambahan suara (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:08]
Tidak benar.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:09]
Tidak benar, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:10]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:11]
Bukti T-9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:13]
T-9.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:13]

Selanjutnya.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:14]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:16]

Berdasarkan fakta, dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus,
keberatan di Kecamatan Muara Pinang yang dilaksanakan pada tanggal
24 Februari, di Kecamatan Muara Pinang, berisikan nihil, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:27]

Ya, itu (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:27]

Bukti T-11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:29]

9, ya, angka 9. Angka 10 dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:32]

Bahwa lebih lanjut, pada pokoknya dalil-dalii Pemohon terkait
dengan kesalahan input sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam
Permohonan lembarkan 6 poin 1 adalah bagian dari pelanggaran
administrasi pemilu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:42]

Ya. Angka 12 (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:44]

Langsung ke poin 14, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:46]

Angka 12 dulu!
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KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:47]

Sangat jelas, Permohonan Pemohon tidak jelas dan mengada-ada,
sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon harus ditolak karena
tidak sesuai dengan hukum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:57]

Oke. 14, sekarang.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:18:59]

Bahwa berdasarkan ... berdasarkan yang telah Termohon jelaskan
bahwa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon
berdasarkan D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten/Kota, Bukti T-12,
D.Hasil Provinsi, Bukti T-11, sebagai berikut. Partai Kebangkitan
Bangsa=5.225.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:19]

Ya, Parisman?

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:19:21]

Parisman=28.758.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:24]

Ya. Terus, siapa? Oktafiansyah?

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:19:33]

Oktafiansyah=33.610.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:35]

Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:19:35]

Langsung, Yang Mulia, ke Petitum.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:36]

Petitum.



96

797. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:19:37]

798.

799.

800.

801.

802.

803.

804.

Petitum. Berdasarkan urain sebagaimana tersebut di atas,
Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagaimana berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

1.
2.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil dan seterusnya,
tertanggal 20 Maret 2004 ... 2024, pukul 22.19 WIB.

. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon

untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan,
Daerah Pemilihan 7, sebagai berikut. Partai Kebangkitan
Bangsa=>5.225.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:20]

Oktafiansyah?

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:20:20]

Oktafiansyah=33.610.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:24]

Ya. Parisman?

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:20:24]

Parisman=28.758.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:30]

Oke. Penutupnya apa?

KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:20:34]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:36]

Oke, baik.
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KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:20:38]

Ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima
kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:43]
Terima kasih. Pihak terkait, ada?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:20:47]

Ada, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:47]
Silakan.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:20:47]

Terima kasih untuk Yang Mulia. Perkenalkan, saya Edward Riduan
dan di samping saya, ada rekan saya, Bela Stefany Siahaan. Kami dari
Law Office HEB dan Partner.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:00]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:01]

Izin menyampaikan Keterangan Pihak Terkait atas nama M.
Oktafiansyah dalam Perkara Registrasi Nomor 270 dan seterusnya
dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:08]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:13]

Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang akan diuraikan
sebagai berikut. Halaman 3, poin A. Pendahuluan, dianggap dibacakan,
Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:21]

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:24]

Mengenai poin pertama, Kedudukan Hukum (Legal Standing)
Pihak Terkait sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:30]

Ya. Saudara, ada juga ... anu ... ya, ada rekomendasinya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:36]

Ada rekomendasi juga, Yang Mulia. Dan kami sudah serahkan.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:43]
Ya. Terus.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:44]

Selanjutnya, ada tenggang waktu pengajuan Permohonan Pihak
Terkait sudah sesuai dengan peraturan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:55]
Ya, kalau itu enggak masalah.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:21:57]

Ya, dalam eksepsi, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:57]
Ya, apa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:22:03]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, izin dilanjutkan, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:07]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:22:09]

Tentang tenggang waktu pengajuan bukti Pemohon telah
melampaui batas waktu.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:14]
Ha? Nanti kita nilai itu.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:22:19]

Ya, bahwa pihak ... Permohonan Pemohononan Pihak ... mengenai
pengajuan Permohonan Pemohon, baru mengajukan daftar alat bukti
beserta alat bukti pada tanggal 30 April 2024. Artinya, terjadi interval
waktu 35 hari terhitung sejak diterimanya pengajuan Permohonan atau
revisi perbaikan dengan pengajuan alat bukti oleh Pemohon,
sebagaimana dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
2023 dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:59]
Oke. Terus di Pokok Permohonan, kok tidak jelas kabur?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:05]

Ya, untuk selanjutnya Permohonan Pemohon tidak jelas atau
kabur (obscuur libel). Menurut Pihak Terkait, Permohonan yang
Pemohon ajukan tidak jelas dengan alasan sebagai berikut. Bahwa dalam
Pokok permohonan Pemohon pada halaman 6 perihal persandingan
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perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, sebagaimana yang
diuraikan di bawabh ini, dalam tabel dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:28]
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:31]

Untuk poin  selanjutnya. Bahwa terhadap  Permohonan-
Pemohononan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:34]
Itu dianggap dibacakan, terus ini juga Permohonan Pemohon (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:36]

Baik, Yang Mulia, poin berikutnya yang di bawah tabel.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:38]
Error in objecto, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:40]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:42]
Kok bisa mengatakan begitu, kenapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:44]

Izin, Yang Mulia, menyampaikan mengenai obscuur libel dulu.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:49]

Oke, itu sudah dianggap dibacakan seluruhnya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:23:51]

Yang di bawah tabel, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:53]

Ya. Terus, sekarang Permohonan Pemohon error in objecto,
kenapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:01]

Ya, Yang Mulia, menurut kami bahwa Pemohon mendalilkan yang
dijadikan objek dalam Permohonan Pemohon adalah keputusan KP (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:12]
Objeknya salah karena fakta perselisihan hasil PHPU itu?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:13]

Benar, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:14]
Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:14]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:15]
Terus dalam Pokok Permohonan?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:20]

Dalam Pokok Permohonan pada intinya kami menyetujui yang
disampaikan oleh Pihak Termohon, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:27]
Yang disampaikan Termohon? Ya, kalau begitu langsung Petitum.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:28]

Baik, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:29]
Halaman 29 itu, Petitum.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:24:35]

Baik, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana
tersebut di atas, mohon kepada hadapan Yang Mulia Majelis Hakim
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili
perselisihan ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut.

Poin A. Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi untuk seluruhnya dari Pihak Terkait.

2. Menyatakan hukum Permohonan Pemohon tidak dapat

diterima.

Yang poin B. Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan seterusnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:12]
Dengan perolehan suara sebagai berikut.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:25:15]

Yang poin tiga, menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk
pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah
Pemilihan 7, Lahat, Pagar Alam, dan Empat Lawang yang benar adalah
sebagai berikut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:27]

Ya.
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KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:25:27]

Nomor 1, atas nama M. Oktafiansyah, S.T., M.M., dengan
perolehan suara yang sah 33.610.

Yang kedua, atas nama Parisman=28.758.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:44]

Oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:25:50]

Atau apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang sahadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:58]

Terima kasih.
Bawaslu silakan. Pokok-pokoknya saja.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:26:04]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Laporan dan/atau temuan
berkenaan dengan Pokok Permohonan. Angka 1. Bahwa berkenaan
dengan dalil Permohonan mengenai penggembelungan[sic!] suara yang
terjadi di (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:08]

Penggelembungan apa penggembelungan?
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:26:12]

Mohon maaf, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:16]

Itu sebelahnya itu nanti yang kena sasaran itu.
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BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:26:26]

Lidahnya. Maaf, Yang Mulia.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan mengenai
penggelembungan suara yang terjadi di Dapil Sumsel 7, terdapat tindak
... tindak lanjut tsemuan dugaan pelanggaran pemilu, yakni terhadap
kesalahan penjumlahan pada aplikasi Sirekap dan kemudian dijadikan
temuan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan penelusuran
dugaan pelanggaran administrasi, serta dilakukan penanganan
pelanggaran dengan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu
melalui pemeriksaan acara cepat dan dengan hasil putusan pemeriksaan
cepat, menyatakan KPU Kabupaten Empat Lawang melanggar dan
memerintahkan melakukan ... melakukan pembetulan daftar pemilih
tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, jumlah pengguna
hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, dan jumlah seluruh surat
suara sah dan tidak sah dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota PPWP,
Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPR, Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPD,
Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Provinsi berdasarkan Putusan
Nomor 002 dan seterusnya, sebagaimana dilampirkan dalam Bukti PK.5-
1.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan
yang dimohonkan oleh Pemohon.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:50]
Ya. Ini (...)

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:27:47]
Angka 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:52]
Yang penting saja, ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:27:55]
Ya. Angka 1, dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:58]

Ya.
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BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:00]
Angka 2, dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:00]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:01]
2.2.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:02]
Perbaikan DPT, kan?

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:04]
Perbaikan DPT.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:04]
Ya. Dianggap dibacakan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:06]
Dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:08]
Terus ke (...)

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:08]
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2.3 berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera
Selatan sebagaimana tertuang dalam Form A LHP Nomor 04 dan
seterusnya, tanggal 9 Maret 2024, yang pada lampirannya termuat
Dokumen D.Hasil Salinan pada saat rekapitulasi perolehan suara pada
tingkat provinsi dan telah ditandatangani oleh saksi partai politik, jumlah
surat ... jumlah suara sah Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumatera
Selatan 7 pada Partai Kebangkitan Bangsa, khususnya Kabupaten Empat

Lawang adalah 39.061 suara
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:47]
Ya. Terus yang ini 2.4 dibacakan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:50]
2.4 dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:52]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:52]
Begitu juga (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:54]
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Itu perolehan suaranya Oktafiansyah berapa, Parisman berapa itu,

dibacakan tolong.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:28:59]

Untuk perolehan suara M. Oktafiansyah (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:03]
Yang Bukti PK-55 ini.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:29:05]
Ya. Bukti PK-5-5

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:08]
Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:29:09]

M. Oktafiansyah=33.610 suara,
suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:18]

Oke, terus.

kemudian Parisman=28.758
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BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:29:18]

2.5 bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu
Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 dan seterusnya, pada saat
rekapitulasi perolehan suara pada tingkat Kabupaten Empat Lawang
dengan beberapa catatan terkait dengan kecamatan Pemohon yang
dikaitkan dalam Permohonannya sebagaimana Bukti PK.5-7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:43]

Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:29:44]

2.6 dianggap dibacakan sampai 2.7.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:47]

7. 2.9 sekarang.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:29:50]

2.9 bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon pada dalil
Permohonan Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu
Kabupaten Empat Lawang, sebagaimana tertuang dalam Form A LHP
dengan Nomor 16 dan seterusnya yang pada lampirannya termuat
Dokumen D.Hasil Salinan pada saat rekapitulasi perolehan suara pada
tingkatan kabupaten perolehan suara calon legislatif sebagaimana
Permohonan Pemohon adalah sebagai beriku ... berikut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:17]
Yang dibacakan Nomor 1, 2.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:30:18]

Dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:19]

Nomor 1, 2 dibacakan.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:30:21]

M. Oktafiansyah=29.023 suara, Parisman=8.138 suara.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:31]

Oke, sekarang Nomor 2.13.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:30:36]

2.13 bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon pada dalil
Permohonan angka IV halaman 5 sampai 6 berdasarkan hasil
pengawasan Panwas Kecamatan Pendopo sebagaimana tertuang dalam
Form A LHP dengan Nomor 066 dan seterusnya pada lampirannya
termuat Dokumen D.Hasil Salinan pada saat rekapitulasi perolehan suara
pada tingkatan kecamatan perolehan suara calon legislatif sebagaimana
Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut. M. Oktafiansyah=9.126
suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:012]

Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:31:12]

Parisman=0
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:14]

Oke. 2.14.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:31:17]

24 ... 2.14 Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon pada dalil
permohonan angka IV halaman 6 dan 7 berdasarkan hasil pengawasan
Panwas Kecamatan Muara Pinang sebagaimana tertuang dalam Form A
LHP  Nomor 020 dan seterusnya pada lampirannya. M.
Oktafiansyah=6.493 suara.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:42]

Ya.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:31:43]

Parisman=20 suara.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:45]

Oke. 2.15.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:31:47]

2.15 Bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon pada dalil
Permohonan angka IV halaman 7 dan 8 berdasarkan hasil pengawasan
Panwas Kecamatan Lintang Kanan sebagaimana tertuang dalam Form A
LHP Nomor 031 dan seterusnya. M. Oktafiansyah=2.847 suara,
Parisman=202 suara.

Tiga. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan mengenai
penggelembungan suara yang terjadi pada Daerah Pemilihan Sumsel 7,
pada tingkatan DPRD provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah
melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, yang pada pokoknya
diuraikan sebagai berikut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:28]
Itu dianggap dibacakan, itu.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:32:29]

3.1 dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:31]

Ya. Itu semuanya dianggap dibacakan.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:32:34]

3.2 dianggap dibacakan.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:36]

Oke.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:32:36]

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:38]

Terima kasih.
Prof. Enny, ada? Cukup? Baik, cukup. Prof Anwar? Cukup, baik.
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Pengesahan alat bukti, Pemohon menambahkan Alat Bukti P-1
sampai dengan P-86. Pemohon? Pemohonnya mana? Ha? Pemohonnya
enggak ada toh? Loh Pemohonnya ke mana? Loh dari tadi perseorangan
enggak hadir? Loh Pemohon enggak ada gini, sudah enggak serius ini.
Ha? Namanya tadi Pak Parisman, kan? Ya kan Parisman Pemohonnya
enggak ada? Sudah menyerah nih. Ya, tapi dia tetap nanti kita
pertimbangkan, tapi tidak hadir, nanti ditulis, ya? Tidak hadir dalam
persidangan dengan agenda sekarang ini. Mengajukan Bukti P-1 sampai
dengan P-86, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-14?
915. KUASA HUKUM TERMOHON: USMAN [01:33:54]
Betul, Yang Mulia.
916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:55]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Oktafiansyah PT-1 sampai dengan PT-10, betul?

917. KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 270-02-01-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: EDWARD RIDUAN [01:34:04]

Benar, Yang Mulia.
918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:05]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-51 sampai dengan PK-5107?
919. BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:34:10]

Benar, Yang Mulia.
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KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:12]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Ya, ini dicari Parisman ini gimana? Sudah menyerah ini sama
Oktafiansyah ini.

Kemudian yang keempat, Perkara 266. Perkara 266 juga
perseorangan atas nama Masturo dari Partai Nasdem. Pemohonnya ada?
Oke. Ini ada rekomendasi apa enggak, ini? Ha? Enggak ada
rekomendasi, ya? Khusus enggak ada rekomendasi direspons?

KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:34:57]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:02]
Waalaikumsalam.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:35:03]

Saya Muhammad Agus Riza Hufaida akan menyampaikan jawaban
terhadap Perkara Nomor 266 dan seterusnya, yang diajukan oleh
Pemohon atas nama Masturo, perseorangan dari Partai Nasional
Demokrat untuk Kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Daerah
Pemilihan Musi Rawas Utara 1.

Yang bertanda tangan di bawah ini Hasyim Asyari, S.H., M.S.1.,
Ph.D., bertindak untuk dan atas nama KPU, berdasaran Surat Kuasa
khusus dan seterusnya memberi kuasa kepada Ali Nurdin, ke semuanya
advokat dan kawan-kawan dari Kantor advokat Ali Nurdin and Partners,
untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam eksepsi.

Satu, mengenai kedudukan Pemohon, Yang Mulia. Jadi
berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:53]
Ya, Ya. Sebentar, sebentar. Pak Parisman ternyata menghilang ke

Panel 2. Sekarang mau masuk lagi ke sini. Ya, untung tadi enggak anu,
ya. Silakan, Pak Parisman suruh masuk. Sebentar untuk ini ... ha?
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Kenapa? Kenapa? Kuasanya boleh, enggak apa-apa. Oh, lah Kuasanya ...
itu ... itu ... anu ... itu pasti kantongnya penuh itu, dengan amplop itu,
ya. Kuasa dari Parisman? ke mana tadi? Oh, ya, ya, banyak
borongannya, ya. Nanti terakhir jam 24.00 WIB, panel di Monas, ya.

Baik, tadi sudah dibacakan, ya. Bukti tambahannya sudah
disahkan juga. Silakan duduk, ya. Berarti tidak dicatat kalau tidak hadir,
tadi sudah mau dicatat kalau tidak hadir, ya. Ternyata, ikut ke Panel 10
juga, enggak? Ada-ada saja.

Silakan diteruskan.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:36:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ulangi. Dalam Eksepsi 1.1. Mengenai Kedudukan Pemohon.
Langsung ke poin 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf b PMK 2/2023 karena Pemohon adalah calon anggota DPRD
Kabupaten Musi Rawas 1 dan perorangan, maka wajib memperoleh
persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekjen atau sebutan lainnya
dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam
Permohonannya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:57]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:37:58]
Namun dalam Permohonan ini, Pemohon tidak menyertakan atau
tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekjen
tersebut.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:07]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:08]
Sehingga tidak ... Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan
oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan tidak dapat ... Permohonan
Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:18]

Ya. Selanjutnya (...)
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KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:19]
Selanjut (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:20]
Semuanya dianggap dibacakan?
KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:21]
Mohon izin, Yang Mulia. Ini cukup penting terkait dengan (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:23]
Apa?
KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:24]
Error in objecto, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:25]
Oke.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:26]
Jadi, Pemohon terkait dalam Permohonannya ini mendasarkan
pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara
Nomor 279, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:39]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:40]

Padahal, keputusan KPU tersebut sudah dicabut dengan
Keputusan KPU Nomor 280, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:48]

Oke. Yang lain-lain enggak perlu, ya?
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KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:50]
Yang lain ... ya (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:51]
Dianggap dibacakan?
KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:52]
Ya. Cukup untuk ... untuk eksepsinya, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:54]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:55]
Langsung ke pokok perkara.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:56]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:38:57]
Untuk ke pokok perkaranya karena tadi Pokok Permohonannya
terkait dengan dasar hukum 279 itu sudah dicabut, maka kami
menyatakan bahwa Permohonan Pemohon sudah tidak punya dasar
hukum dan alasan yang kuat, sehingga harus ditolak oleh Mahkamah.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:14]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:39:15]

Namun demikian, terkait dengan pokok perkaranya, Pemohon
mendalilkan bahwa ada kecurangan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:22]

Itu dianggap dibacakan.
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KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:39:23]

Berupa penggelembungan suara Pihak Terkait di TPS 4 dan 6 (...)
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:26]

Ya, itu dianggap dibacakan saja.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:39:27]

Oh, ya, oke. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pada prinsipnya itu tidak pernah terjadi. Bahwa kemudian dalam
rekap kabupaten, ada keberatan, Yang Mulia, dari saksi Partai Nasdem.
Dan terhadap keberatan tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
telah menerima surat dari (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:49]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:39:50]

Ketua Bawaslu dan seterusnya dan ketua ... dan selanjutnya KPU
juga sudah menindaklanjuti, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:55]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:39:56]
Rekomendasi tersebut.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:58]

Ya, baik.
Langsung Petitum saja.

KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:40:00]

Ya. Petitumnya dalam .. Petitumnya berdasarkan uraian
sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah
Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.
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2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
360 dan seterusnya (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:28]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: M. AGUS RIZA HUFAIDA [01:40:29]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, dan seterusnya
dari Kantor Ali Nurdin and Partners.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:41]

Ya, terima kasih.

Bawaslu, ini sudah enggak ada rekomendasi, ya. Saya kira apa
yang disampaikan oleh ... anu ... dianggap dibacakan, ya.

Baik. Bukti dari Pemohon itu ditambahkan P-19 sampai dengan P-
21?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 266-02-05-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: M. DAUD [01:41:09]

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:11]

Baik, disahkan. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Tapi ada catatan, daftar alat bukti dan softcopy-nya belum ada.
Nanti kalau mau ... anu ... diserahkan softcopy-nya, ya.
Termohon, Bukti T-001 sampai dengan T-008 disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-5-1 sampai dengan PK-15, betul? Betul, disahkan.

KETUK PALU 1X
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Tapi softcopy-nya nanti diserahkan, ya. Belum ada softcopy-nya.
Yang terakhir untuk malam ini, besok libur, Abrianto, S.E.,
perseorangan Hanura, ada Pemohonnya? Oke.
Termohon, silakan.
KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:41:11]
Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:12]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:41:14]
Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:17]
Waalaikumsalam .

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:41:21]

Saya Arif Effendi dari kantor ANP, Ali Nurdin. Mohon izin untuk
menyampaikan Jawaban Termohon dalam Perkara 263.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:32]
Ya.
KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:41:36]

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Dapil
Muara Enim 5 Tahun 2024 dalam Perkara 263 dan seterusnya, dianggap
dibacakan, oleh Pemohon ... dimohonkan oleh Pemohon perseorangan
Abrianto, S.E., calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Muara Enim dari
Partai Hanura.

Langsung Eksepsi, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:06]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:42:09]

Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Termohon
menganggap bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena
berdasarkan data dalam APP ... AP3 (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:22]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:42:21]

Nomor 02-02-10 dan seterusnya, tanggal 22 Maret 2024 tersebut,
ternyata Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari
ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai
politik.

Yang kedua tentang Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:47]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:42:49]

Poin tiga. Bahwa Permohonan yang mempermasalahkan suara
partai atau calon lain, akan tetapi tidak mempermasalahkan suara
Pemohon (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:57]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:42:58]

Artinya suara ... perolehan suara Pemohon sudah benar, dia tidak
keberatan apa yang sudah ditetapkan oleh Termohon, tetapi dia
mempersoalkan perolehan suara caleg lain (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:09]

Oke.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:09]

Hal ini kami anggap kabur, hal ini sejalan dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:30]
Oke.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:31]
Dianggap dibacakan pertimbangannya, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:33]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:34]
Yang ketiga adalah Permohonan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:36]
Tidak memenuhi syarat formal (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:36]
Tidak memenuhi syarat formal.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:39]
Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:40]
Ini terkait dengan Petitumnya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:42]

Ya.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:43]

Jadi Pemohon tidak memohon adanya penetapan suara yang
benar menurut Pemohon terkait perolahan suara Pemohon dan Pihak
Terkait di Dapil Muara Enim 5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:54]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:44:54]

Jadi dalam Petitumnya, Pemohon malah memohon agar
Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara partai politik lain dan
calon anggo ... angto ... anggota legislatif dari partai politik lain yang
tidak dipersoalkan suaranya dalam Permohonan Pemohon.

Jadi kalau di dalam Petitumnya ini tidak meminta penetapan Pihak
Terkait Nisrin (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:17]

Suara yang ... yang benar (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:18]

Tidak ada.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:20]

Ya.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:20]

Jadi kami anggap itu tidak memenuhi syarat.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:23]

Untuk yang pokok ... dalam Pokok Permohonan dianggap
dibacakan.

KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:26]

Pokok Permohonan (...)
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1000.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:28]
Ya.
1001.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:29]

Terkait dengan penambahan suara 100 dari caleg atas nama
Nisrin. Setelah kita lakukan pencermatan, tidak benar, Yang Mulia.

1002.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:40]
Ya.
1003.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:41]

Dan hasil pencermatan itu kami tampilkan di dalam ... apa
namanya ... tabel poin 10.

1004.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:47]
Ya.
1005.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:47:48]

Pada dasarnya bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Termohon
adalah sudah benar semuanya.

1006.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:53]
Ya.
1007.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:54]
Soal ... selanjutnya soal rekom dianggap dibacakan.
1008.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:58]
Ya.
1009. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:45:59]

Langsung ke Petitumnya.
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1010.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:01]
Pertitumnya, vya.
1011.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:46:03]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
seperti berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  Provinsi, dan  Perwakilan  Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun
2024.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

1012.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:54]
Ya.
1013.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:46:55]
Kuasa Hukum Ali Nurdin dan kawan-kawan, ditandatangani.
1014.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:58]
Ya.
1015.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:46:59]
Terima kasih, Yang Mulia.
1016.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:47:00]

Terima kasih.
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KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:47:01]
Assalamualaikum wr. wb.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:02]

Waalaikumsalam wr. wb.

Sekarang dari Bawaslu. Tidak perlu seluruhnya, tolong dibacakan
halaman 11.F saja. Yang lain dianggap telah dibacakan. Poin F, halaman
11.

BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:47:30]

Poin F. Bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Ketua PPK
Kecamatan Lawang Kidul terkait dengan kejadian khusus dan/atau
keberatan saksi. Saksi Partai Hanura atau saksi mandat pada saat Pleno
tidak ada keberatan dari saksi mandat. Akan tetapi, setelah dua hari dari
pleno, pelapor Saudara Abrianto menghubungi saya untuk meminta
Form.Keberatan Khusus dan bertemu di Kantor Panwascam Lawang
Kidul. Pelapor meminta paksa kepada saya untuk memberikan
Form.Keberatan Khusus tersebut, sehingga saya meminta kepada staf
tenaga ahli saya untuk membawakan Form.Kejadian Khusus tersebut ke
kantor panwascam. Form.Kejadian Khusus tersebut kosong dan ditulis
atau dituangkan sendiri oleh pelapor dalam 5 poin item yang dibuat dan
pelapor membuat tanggal mundur, dari tanggal 2 Maret 2024 menjadi
tanggal 29 Februari 2024. Tetapi, saya sudah menjelaskan bahwasanya
form tersebut tidak akan berlaku karena sudah pleno sudah 2 hari selesai
dan logistik sudah dikirim ke KPU Kabupaten Muara Enim. Tetapi,
pelapor tetap meminta paksa form tersebut walaupun tidak masuk dalam
box loker kecil dan tidak ada cap PPK Lawang Kidul. Maka menurut saya
catatan kejadian khusus tersebut tidak sah.

KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:50]

Ya. Yang lain selebihnya dianggap telah dibacakan, ya.
BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:48:53]

Ya.
KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:54]

Oke. Terima kasih, Bawaslu.
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1023.BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:48:56]
Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
1024.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:07]
Pemohon mengajukan tambahan alat bukti Pemohon yang
diserahkan 2 Mei pada pukul 10.49 WIB, telah diverifikasi P-21 sampai

dengan P-24, ya? Pemohon, betul?

1025.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263-02-10-
06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:49:23]

Izin. Betul, Yang Mulia.
1026.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:24]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon belum menyerahkan softcopy-nya. Nanti
softcopy-nya diserahkan. Bukti T-001 sampai dengan T-006, betul?

1027.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:49:34]
Betul.

1028.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:36]
Softcopy-nya, ya, nanti diserahkan.

1029.KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:49:37]
Baik, Yang Mulia. Baik

1030.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:37]

KETUK PALU 1X

Disahkan.
Bawaslu, alat bukti telah diverifikasi PK-5-1 sampai dengan PK-5-
11.
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1031.BAWASLU: AHMAD NAAFI [01:49:50]
Benar, Yang Mulia.
1032.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:52]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Softcopy-nya belum nanti diserahkan.

1033.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:00]

Izin, Yang Mulia.
1034.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:01]
Dari mana?

1035.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:02]

Pemohon, Yang Mulia.
1036.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:03]
Ya, gimana?

1037.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:04]

Baik. Ingin mempertanyakan yang tadi, terkait rekomendasi, Yang
Mulia.

1038.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:10]
Ya.

1039.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:11]

Tadi kan dipermasalahkan oleh Termohon.
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1040.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:12]
Ya.

1041.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:13]

Kalau berdasarkan AP3 yang kita pegang, itu sudah P-1 sampai P-
20 itu diregistrasi tanggal 22 Maret, Yang Mulia.

1042.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:22]
Ya.

1043.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:23]

Sedangkan rekomendasi itu masuk ke dalam bukti ... daftar
barang bukti kita. Jadi jangan ... ini kan maksud saya, live, ya. Jangan
sampai nanti, disangka kita enggak ada rekomendasi. Jadi mohon di ...
saya minta klarifikasi dari Termohon. Yang mana yang dilihat dari AP3?

1044.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:28]

Enggak ini ... anu ... kita yang jawab nanti begini.

1045.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:41]

Ya.
1046.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:42]
Dalam mengajukan permohonan awal, itu sudah harus ada
rekomendasi. Rekomendasi itu bukan alat bukti. Rekomendasi itu syarat

formal kalau perseorangan mengajukan permohonan.

1047.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:50:59]

Ya. Izin, Yang Mulia.
1048.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:00]

Ya.
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1049.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:01]

Jadi itu yang maksud saya yang saya tanyakan. Karena daftar
barang bukti itu sudah dari awal.

1050.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:06]

Ya, silakan dia menjawab begitu, tapi Mahkamah punya pendirian

(...)

1051.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:08]

Ya, ya, baik.
1052.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:16]

Kalau permohonan perseorangan itu harus pada waktu
mengajukan permohonannya disertai dengan rekomendasi.

1053.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:22]

Ya. Karena tadi menyentuh AP3 maksud kami, Yang Mulia.
1054.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:25]
Enggak masalah, dia silakan saja.

1055.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:26]

Ya. Maksud kami di AP3 kami (...)
1056.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:28]
Nanti (...)

1057.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:29]

Di Permohonan kami ada tuh rekomendasi. Maksud saya gitu,
Yang Mulia.
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1058.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:30]
Lho?

1059.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:31]

Mau klarifikasi saya.
1060.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:32]
Rekomendasinya kapan?

1061.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:34]

Pada saat Permohonan.
1062.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:40]
Gimana?

1063.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:42]

Pada saat Permohonan itu sudah ada rekomendasi kita, Yang
Mulia.

1064.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:47]
Gimana? Ini dijadikan alat bukti, kan?

1065.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:50]

Ya.
1066.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:51]
Ya.

1067.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:52]

Ya, maksud saya (...)
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1068.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:53]
Jadi rekomendasi bukan alat bukti.

1069.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:55]

Siap, siap, Yang Mulia (...)
1070.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:56]
Ya.

1071.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:51:56]

Saya paham di situ, saya paham. Makanya, maksud saya karena
kami itu sudah ada rekomendasi dari awal, saya mau menunjukkan
bahwa kami ada rekomendasi bukan hanya pada saat kami daftar,
bahkan kami jadikan barang bukti. Itu Iho maksud kami, Yang Mulia.

1072.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:10]

Lho? oh, ya sudah (...)

1073.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:10]

Jadi kalau dia tadi Termohon menyampaikan (...)
1074.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:13]
Ya. Terserah (...)

1075.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:13]

Seperti itu, kami bingung yang mana.
1076.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:15]

Enggak masalah, enggak masalah (...)
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1077.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:16]

AP3 yang mana yang dilihat.
1078.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:17]
Enggak, enggak masalah. Itu nanti kita yang akan menilai.

1079.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:19]

Ya. Siap, Yang Mulia.
1080.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:20]
Baik.

1081.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:25]

Jadi ... jadi eksepsi itu (...)
1082.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:26]

Sudah selesai, sudah selesai. Ya terserah, ya, terserah dia mau
mereaksi apa kan terserah.

1083.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:32]

Ya. Siap.
1084.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:33]

Ya, kan. Nanti kita yang menilai, ya. Kalau ngeyel terus saya
suruh keluar malah.

1085.KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 263-02-10-06/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024: MUJADDID ISLAM [01:52:41]

Siap, Yang Mulia.
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1086.KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:43]

Ya, tapi ini sebentar lagi memang harus keluar.

Penundaan Sidang Perkara Nomor 268, 283, 270, 266, dan 263,
pemeriksaan perkara yang sudah kita lakukan ini nanti akan Kkita
laporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh
sembilan Hakim. Hasil dari RPH bisa dua kemungkinan, pemeriksaan
perkara dilanjutkan dan perkara tidak dilanjutkan. Untuk perkara yang
tidak dilanjutkan itu sudah divonis pada putusan tanggal 20-21. Tapi
yang dilanjutkan, maka akan dilakukan pemeriksaan pembuktian. Dalam
pemeriksaan pembuktian, para pihak boleh mengajukan maksimal lima
orang saksi per perkara. Bisa juga ada tambahan satu orang ahli.

Pemeriksaan pembuktian akan dimulai pada tanggal 27 Mei
sampai dengan 4 Juni. Nanti putusannya kira-kira akhir ... sampai akhir
sesuai batas waktu perundang-undangan akan dibacakan pada 10 Juni,
ya.

Kemudian Para Pihak yang hadir pada sia ... so ... malam hari ini,
itu sidangnya akan kapan untuk dilanjutkan, itu nanti akan diberitahukan
undangan resmi dari Mahkamah, ya. Sudah bisa diketahui? Ada yang
ditanyakan, Pemohon? Ya, tadi nanti akan kita nilai, ya. Oke, dari
Termohon, cukup? Bawaslu, cukup? Ya. Pihak Terkait cukup, ya? Baik.

Khususnya Pak Ketua Bawaslu, terima kasih sudah hadir, ya. Dan
ternyata kalau malam malah tidak ngantuk, kalau siang malah ngantuk
Pak Ketua Bawaslu itu.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 20.54 WIB

Jakarta, 8 Mei 2024
PIt. Panitera,
Muhidin
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